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TENTANG

PENGADAAN GALON APARATUR SIPIL NEGARA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Pegeri Sipil (PNS) dan Pegawai

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 859 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di

Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021,

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapatkan alokasi formasi sebanyak

1.175 (seribu seratus tujuh puluh lima) yang terdiri atas Galon Pegawai Negeri Sipil

sebanyak 1.007 (seribu tujuh) formasi dan Pegawai Pemerintah Dengan

Perjanjian Kerja sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) formasi. Maka

dengan ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuka kesempatan kepada

Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan ditugaskan di unit kerja lingkup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di seluruh Indonesia dengan ketentuan

sebagai berikut:

I. Rincian Kebutuhan

1. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

NO NAMA JABATAN

TOTAL
1

2

3

4

AHLI PERTAMA - DOKTER

AHLI PERTAMA - PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG - UNDANGAN
AHLI PERTAMA - WIDYAISWARA

AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM
HUTAN

JENJANG PENDIDIKAN

S-2

13

1

7

5

S-l
403

112

D-III

346

SMK
245



NO

5

6

7

8

9

NAMA JABATAN

AHLI PERTAMA - POLISI KEHUTANAN

AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK
LINGKUNGAN
AHLI PERTAMA - PENGAWAS LINGKUNGAN
HIDUP
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN

AHLI PERTAMA - ANALIS ANGGARAN

10 AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

AHLI PERTAMA - ANALIS PENGELOLAAN
KEUANGAN APBN
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA
MANUSIA APARATUR
AHLI PERTAMA - ASSESSOR SDM APARATUR

AHLI PERTAMA - PENGELOLA EKOSISTEM
LAUT DAN PESISIR
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA
AHLI PERTAMA - SURVEYOR PEMETAAN

ANALIS ADAPTASI DAMPAK PERUBAHAN
IKLIM
ANALIS ADVOKASI HUKUM

ANALIS DUKUNGAN PENGAWASAN

ANALIS HASIL HUTAN

ANALIS HUTAN DAN LAHAN REHABILITASI
HUTAN DAN LAHAN
ANALIS KERJA SAMA

ANALIS KERJASAMA LINTAS SEKTOR

ANALIS KERJASAMA LUAR NEGERI

ANALIS KERJASAMA TEKNIK

ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT

ANALIS KONSERVASI KAWASAN

ANALIS KONVENSI INTERNASIONAL

ANALIS LINGKUNGAN HIDUP

ANALIS PASAR HASIL HUTAN

ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

ANALIS PENGEMBANGAN HUTAN

ANALIS PEREKONOMIAN

ANALIS PERSIAPAN LAHAN

ANALIS REHABILITASI DAN KONSERVASI

KURATOR KOLEKSI MUSEUM

PENELAAH DATA SISTEM INFORMASI
PERBENIHAN DAN PEMBIBITAN TANAMAN
HUTAN
PENELAAH DATA STATISTIK PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI
TERAMPIL - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN

TERAMPIL - PENGENDALI DAMPAK
LINGKUNGAN
TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN

TERAMPIL - AUDITOR

JENJANG PENDIDIKAN

S-2 S-l

25

72

24

2

2

5

9

8

1

1

10

27

3

5

2

8

1

1

1

1

3

1

32

2

8

3

7

12

1

5

5

1

2

1

D-III

133

47

3

10

6

SMK



NO

44

45

46

47

48

49

50

51

52

NAMA JABATAN

TERAMPIL - PENATA LAKSANA BARANG

TERAMPIL - PRANATA KEUANGAN APBN

TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER

TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA
MANUSIA APARATUR
TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN

PENGELOLA LINGKUNGAN

VERIFIKATOR KEUANGAN

PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

PEMULA - POLISI KEHUTANAN

JENJANG PENDIDIKAN

S-2 S-l D-III

5

8

46

8

31

1

48

SMK

134

111

Rincian kebutuhan CPNS Kementerian LHK Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada
Lampiran 1.

2. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

NO NAMA JABATAN

TOTAL
1
2
3
4

AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN
AH LI PERTAMA - SURVEYOR PEMETAAN
TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN
TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN

JENJANG PENDIDIKAN
S-l

41
19
22

D-III
127

126
1

Rincian kebutuhan PPPK Kementerian LHK Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada
Lampiran 2.

II. Pelamaran

1. Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN (sscasn.bkn.go.id) dan disertai

dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.

2. Pelamar dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu:

a. CPNS atau

b. PPPK.

3. Pelamar sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) hanya dapat melamar pada 1

(satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan.

4. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) diketahui melamar:

a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur

kebutuhan PNS atau PPPK; atau

b. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda,

pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.



III. Kriteria Pelamar, Persyaratan, Tata Cara Pendaftaran dan Pelaksanaan

Seleksi

1. Ketentuan mengenai kriteria pelamar, persyaratan, tata cara pendaftaran dan

pelaksanaan seleksi bagi pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah

sebagaimana tercantum pada Lampiran 3.

2. Ketentuan mengenai Persyaratan, Tata Cara Pendaftaran dan Pelaksanaan Seleksi

bagi pelamar Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 4. ,

3. Setiap pelamar wajib mencermati dengan seksama dan mengikujti seluruh

ketentuan sebagaimana Lampiran 3 dan/atau Lampiran 4 tersebut. |!

IV. Jadwal Pelaksanaan Seleksi CPNS dan PPPK

No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kegiatan
Pengumuman Seleksi ASN

Pendaftaran Seleksi ASN

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

Masa Sanggah

Jawab Sanggah

Pengumuman Pasca Sanggah

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar
(SKD) CPNS
Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK

Pengumuman Hasil SKD CPNS

Persiapan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
Bidang (SKB) CPNS
Pelaksanaan SKB CPNS

Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB
serta Seleksi PPPK
Pengumuman Kelulusan

Masa Sanggah

Jawab Sanggah

Pengumuman Pasca Sanggah

Pengisian DRH (Pemberkasan)

Usul Penetapan NIP CPNS/NI PPPK

Waktu
SOJunis.d. 14 Juli 2021

SOJunis.d. 21 Juli 2021

28 s.d. 29 Juli 2021

30 Juli s.d. 1 Agustus 2021

30 Juli s.d. 8 Agustus 2021

9 Agustus 2021

25 Agustus s.d. 4 Oktober 2021

Setelah pelaksanaan SKD CPNS
selesai di masing-masing titik lokasi
ujian
17 s.d. 18 Oktober 2021

19 Oktober s.d. 1 November 2021

8 s.d. 29 November 2021

15 s.d. 17 Desember 2021

18 s.d. 19 Desember 2021

20 s.d. 22 Desember 2021

20 s.d. 29 Desember 2021

30 s.d. 31 Desember 2021

1 s.d. 18 Januari 2022

19 Januari s.d. 18 Februari 2022

Jadwal bersifat tentatif dan apabila terjadi perubahan akan diumumkan melalui
website http://ropeg.menlhk.go.id

V. Ketentuan Lain

1. Panitia TIDAKMEMUNGUTBIA YA APAPUNteti peserta;

2. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi atas biaya sendiri;
4



3. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan

kompetensi pelamar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak

bertanggung «jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-

oknum yang mengatasnamakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

atau panitia;

4. Dalam' hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah

mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai CPNS atau Nomor Induk PPPK

kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak

boleh mendaftar pada penerimaan CPNS atau PPPK untuk periode berikutnya;

5. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, maka

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhak menggugurkan kelulusan

baik pada setiap tahapan tes maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS atau

PPPK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

6. Informasi resmi yang terkait dengan pengadaan Galon Aparatur Sipil Negara

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021 hanya

dapat dilihat melalui website http://ropeg.menlhk.go.id, oleh karena itu para

pelamar disarankan untuk terus memantaunya;

7. Pelayanan informasi terkait pelaksanaan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021 dapat

menghubungi call center yang tercantum di website http://ropeg.menlhk.go.id.

VI. Penutup

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar Pengadaan Calon

Aparatur Sipil Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran

2021.

ikarta, 29 Juni 2021

taris Jenderal,

Ir. Bambang Hendroyono, M.M.
NIP. 19640930 198903 1 001
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Lampiran 1 Pengumuman Sekretaris Jenderal 

Nomor  : PG.1/SETJEN/ROPEG/PEG.0/6/2021 

Tanggal : 29 Juni 2021 

Tentang Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021 

 

KEBUTUHAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) PADA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA  

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2021 

NO NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN UNIT KERJA PENEMPATAN 

JENIS KEBUTUHAN CPNS 

UMUM CUMLAUDE 
PENYANDANG 
DISABILITIAS 

PUTRA/I 

PAPUA-PAPUA 
BARAT 

TOTAL 

TOTAL 892 100 5 10 1.007 

1 AHLI PERTAMA - DOKTER DOKTER UMUM BIRO UMUM 1       1 

2 AHLI PERTAMA - PERANCANG 
PERATURAN PERUNDANG - 

UNDANGAN 

S-2 HUKUM BIRO HUKUM 4 3     7 

3 AHLI PERTAMA - WIDYAISWARA S-2 KEHUTANAN / S-2 ILMU LINGKUNGAN PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 1 1     2 

4 AHLI PERTAMA - WIDYAISWARA S-2 KEHUTANAN / S-2 KONSERVASI / S-2 
MANAJEMEN / S-2 LINGKUNGAN 

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN 
PEMATANGSIANTAR 

1       1 

5 AHLI PERTAMA - WIDYAISWARA S-2 KEHUTANAN / S-2 LINGKUNGAN / S-2 
LINGKUNGAN HIDUP / S-2 ILMU HUKUM 

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN PEKANBARU 1 1     2 

6 AHLI PERTAMA - ANALIS ANGGARAN S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 
EKONOMI 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN 
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 

1       1 

7 AHLI PERTAMA - ANALIS ANGGARAN S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI KEUANGAN 
PUBLIK / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 

ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN 
DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 AKUNTANSI 
PERPAJAKAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / 

S-1 ADMINISTRASI PUBLIK 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN 
DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG 

1       1 

8 AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM S-1 HUKUM SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN 

INOVASI 

1       1 

9 AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN 

KEMITRAAN LINGKUNGAN 

1   1   2 

10 AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM S-1 HUKUM SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI 

KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN 

1       1 

11 AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM S-1 ILMU HUKUM BIRO HUKUM 1       1 

12 AHLI PERTAMA - ANALIS 
PENGELOLAAN KEUANGAN APBN 

S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 
MANAJEMEN KEUANGAN 

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN 

3 2     5 

13 AHLI PERTAMA - ANALIS 
PENGELOLAAN KEUANGAN APBN 

S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 
MANAJEMEN KEUANGAN 

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN 

1       1 

14 AHLI PERTAMA - ANALIS 
PENGELOLAAN KEUANGAN APBN 

S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 
MANAJEMEN KEUANGAN 

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU PAPUA 

1       1 

15 AHLI PERTAMA - ANALIS 
PENGELOLAAN KEUANGAN APBN 

S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 
MANAJEMEN KEUANGAN 

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI 

1       1 

16 AHLI PERTAMA - ANALIS 
PENGELOLAAN KEUANGAN APBN 

S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 
MANAJEMEN KEUANGAN 

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA 

1       1 

17 AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER 
DAYA MANUSIA APARATUR 

S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 
ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 

ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN 
SUMBER DAYA MANUSIA / S-1 MANAJEMEN / 
S-1 ILMU POLITIK / S-1 SOSIOLOGI / S-1 

MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK 

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL 1       1 
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NO NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN UNIT KERJA PENEMPATAN 

JENIS KEBUTUHAN CPNS 

UMUM CUMLAUDE 
PENYANDANG 
DISABILITIAS 

PUTRA/I 
PAPUA-PAPUA 

BARAT 
TOTAL 

18 AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER 
DAYA MANUSIA APARATUR 

S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 
ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN 

SUMBER DAYA MANUSIA / S-1 ILMU 
PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN DAN 

KEBIJAKAN PUBLIK 

BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI 3 3 1   7 

19 AHLI PERTAMA - ASSESSOR SDM 

APARATUR 

S-1 PSIKOLOGI BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI 1       1 

20 AHLI PERTAMA - PENGAWAS 

LINGKUNGAN HIDUP 

S-1 ILMU BIOLOGI / S-1 ILMU KIMIA / S-1 

TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK KIMIA / 
S-1 GEOGRAFI 

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA 
TENGGARA 

1 1     2 

21 AHLI PERTAMA - PENGAWAS 
LINGKUNGAN HIDUP 

S-1 ILMU BIOLOGI / S-1 ILMU KIMIA / S-1 
TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK KIMIA / 
S-1 GEOGRAFI 

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN 

2 1     3 

22 AHLI PERTAMA - PENGAWAS 
LINGKUNGAN HIDUP 

S-1 ILMU BIOLOGI / S-1 ILMU KIMIA / S-1 
TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK KIMIA / 

S-1 GEOGRAFI 

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU PAPUA 

2 1     3 

23 AHLI PERTAMA - PENGAWAS 

LINGKUNGAN HIDUP 

S-1 ILMU BIOLOGI / S-1 ILMU KIMIA / S-1 

TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK KIMIA / 
S-1 GEOGRAFI 

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI 

2 1     3 

24 AHLI PERTAMA - PENGAWAS 
LINGKUNGAN HIDUP 

S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK 
KIMIA / S-1 BIOLOGI / S-1 GEOGRAFI 

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN 

7 3     10 

25 AHLI PERTAMA - PENGAWAS 
LINGKUNGAN HIDUP 

S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK 
KIMIA / S-1 BIOLOGI / S-1 GEOGRAFI 

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA 

2 1     3 

26 AHLI PERTAMA - PENGELOLA 
EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR 

S-1 KELAUTAN / S-1 BIOLOGI / S-1 
LINGKUNGAN 

DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN 
PESISIR DAN LAUT 

1       1 

27 AHLI PERTAMA - PENGELOLA 
PENGADAAN BARANG/JASA 

S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 
MANAJEMEN KEUANGAN 

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN 

3 1     4 

28 AHLI PERTAMA - PENGELOLA 
PENGADAAN BARANG/JASA 

S-1 KEUANGAN / S-1 AKUNTANSI / S-1 
MANAJEMEN KEUANGAN 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

1       1 

29 AHLI PERTAMA - PENGELOLA 
PENGADAAN BARANG/JASA 

S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 
MANAJEMEN KEUANGAN 

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA 

TENGGARA 

1       1 

30 AHLI PERTAMA - PENGELOLA 

PENGADAAN BARANG/JASA 

S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 

MANAJEMEN KEUANGAN 

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN 

1       1 

31 AHLI PERTAMA - PENGELOLA 

PENGADAAN BARANG/JASA 

S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 

MANAJEMEN KEUANGAN 

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU PAPUA 

1       1 

32 AHLI PERTAMA - PENGELOLA 

PENGADAAN BARANG/JASA 

S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 

MANAJEMEN KEUANGAN 

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI 

1       1 

33 AHLI PERTAMA - PENGELOLA 

PENGADAAN BARANG/JASA 

S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 

MANAJEMEN KEUANGAN 

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA 

1       1 

34 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 

DAMPAK LINGKUNGAN 

S-1 BIOKIMIA / S-1 KIMIA / S-1 TEKNOLOGI 

BIOPROSES 

DIREKTORAT PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN-

SEKSI PEMBATASAN 

1       1 

35 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 

DAMPAK LINGKUNGAN 

S-1 BIOLOGI / S-1 FARMASI DIREKTORAT PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN-

SEKSI VERIFIKASI 

1       1 

36 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 

DAMPAK LINGKUNGAN 

S-1 BIOLOGI / S-1 KIMIA DIREKTORAT VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN 

LIMBAH NON B3 

1       1 

37 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 

DAMPAK LINGKUNGAN 

S-1 BIOLOGI / S-1 KIMIA / S-1 FARMASI DIREKTORAT PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN-

SEKSI PENGHAPUSAN 

1       1 

38 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
DAMPAK LINGKUNGAN 

S-1 BIOLOGI / S-1 MATERIAL SCIENCE / S-1 
GEOFISIKA / S-1 KIMIA / S-1 TEKNIK 

METALURGI DAN MATERIAL / S-1 TEKNIK 
METALURGI 

DIREKTORAT PEMULIHAN KONTAMINASI DAN TANGGAP 
DARURAT LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA 

1       1 

39 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
DAMPAK LINGKUNGAN 

S-1 GEOGRAFI DIREKTORAT VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN 
LIMBAH NON B3 

1       1 
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40 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
DAMPAK LINGKUNGAN 

S-1 HUKUM / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 
TEKNIK INFORMATIKA / S-1 MATEMATIKA / 

S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOLOGI / S-1 
GEOFISIKA / S-1 FISIKA / S-1 KIMIA / S-1 

BIOLOGI / S-1 ILMU TANAH / S-1 STATISTIK 
/ S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 

TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK 
INDUSTRI / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK 
FISIKA / S-1 TEKNIK MATERIAL / S-1 TEKNIK 

GEOFISIKA / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / 
S-1 TEKNIK PERMINYAKAN / S-1 TEKNIK 

KELAUTAN / S-1 ILMU KOMPUTER 

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN 
KERUSAKAN LINGKUNGAN 

23 8     31 

41 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 

DAMPAK LINGKUNGAN 

S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 STATISTIKA / S-1 

MATEMATIKA 

DIREKTORAT PENGELOLAAN SAMPAH-SEKSI EVALUASI 1       1 

42 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 

DAMPAK LINGKUNGAN 

S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 BIOLOGI / S-1 

KIMIA 

DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP 3 1     4 

43 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 

DAMPAK LINGKUNGAN 

S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 KIMIA / S-1 

KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 BIOLOGI / 
S-1 TEKNIK LINGKUNGAN 

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI 3 1     4 

44 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
DAMPAK LINGKUNGAN 

S-1 LINGKUNGAN / S-1 LINGKUNGAN HIDUP 
/ S-1 KIMIA / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 
BIOLOGI 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN 1 1     2 

45 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
DAMPAK LINGKUNGAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 
GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI / S-1 

LINGKUNGAN / S-1 LINGKUNGAN HIDUP 

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA 
DAN KEGIATAN 

1 1     2 

46 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 

DAMPAK LINGKUNGAN 

S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 

STATISTIKA 

DIREKTORAT PENGELOLAAN SAMPAH-SEKSI SAMPAH 

SPESIFIK 

1       1 

47 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 

DAMPAK LINGKUNGAN 

S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 

PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI BIOPROSES 

DIREKTORAT PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN-

SEKSI MANUFAKTUR 

1       1 

48 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 

DAMPAK LINGKUNGAN 

S-1 TEKNIK FISIKA / S-1 TEKNIK KIMIA DIREKTORAT PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN-

SEKSI PELAKSANAAN KONVENSI 

1       1 

49 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 

DAMPAK LINGKUNGAN 

S-1 TEKNIK INDUSTRI DIREKTORAT PENGELOLAAN SAMPAH 1       1 

50 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 

DAMPAK LINGKUNGAN 

S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK KIMIA DIREKTORAT PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN-

SEKSI PENGEMBANGAN 

1       1 

51 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 

DAMPAK LINGKUNGAN 

S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK 

METALURGI / S-1 KIMIA 

DIREKTORAT VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 1       1 

52 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 

DAMPAK LINGKUNGAN 

S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 PERMINYAKAN / S-1 

PERTAMBANGAN / S-1 BIOLOGI / S-1 
GEOFISIKA / S-1 FISIKA 

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN 

BAHAN BERACUN BERBAHAYA 

7 3     10 

53 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
DAMPAK LINGKUNGAN 

S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 BIOLOGI / S-
1 TEKNIK FISIKA / S-1 STATISTIKA / S-1 
FISIKA / S-1 TEKNIK KIMIA 

DIREKTORAT PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 
DAN LIMBAH NON B3-SEKSI JASA 

1       1 

54 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
DAMPAK LINGKUNGAN 

S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK 
INDUSTRI / S-1 TEKNIK KIMIA 

DIREKTORAT PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 
DAN LIMBAH NON B3-SEKSI NON PANGAN 

1       1 

55 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
DAMPAK LINGKUNGAN 

S-1 TEKNIK MESIN DIREKTORAT PENGELOLAAN SAMPAH 1       1 

56 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
DAMPAK LINGKUNGAN 

S-1 TEKNIK MESIN / S-1 BIOLOGI / S-1 
TEKNIK METALURGI / S-1 KIMIA / S-1 

TEKNIK ELEKTRO (OPSI SISTEM KOMPUTER) 
/ S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL / 

S-1 TEKNIK ELEKTRO (ARUS LEMAH) 

DIREKTORAT PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 
DAN LIMBAH NON B3-SEKSI PRASARANA 

1       1 
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57 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
DAMPAK LINGKUNGAN 

S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK 
GEOFISIKA / S-1 TEKNIK METALURGI / S-1 

TEKNIK NUKLIR 

DIREKTORAT PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN-
SEKSI PERTAMBANGAN 

1       1 

58 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 

DAMPAK LINGKUNGAN 

S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 REKAYASA 

KEHUTANAN DAN REKAYASA PERTANIAN / 
S-1 AGRONOMI 

DIREKTORAT PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 

DAN LIMBAH NON B3 

1       1 

59 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI 6 1     7 

60 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI 
LESTARI 

10 5     15 

61 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH I 1 1     2 

62 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH II 1       1 

63 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH IX 1 1     2 

64 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH VI 1 1     2 

65 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH VII 1       1 

66 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH VIII 1       1 

67 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH X 1 1     2 

68 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XI 1 1     2 

69 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XII 1 1     2 

70 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XIII 1 1     2 

71 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XIV 1       1 

72 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN DIREKTORAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 1 1     2 

73 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 
GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI 

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA 
LINGKUNGAN 

10 6     16 

74 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEOGRAFI / S-1 
GEODESI 

DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER 
DAYA HUTAN 

1       1 

75 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 
GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I MEDAN 1       1 

76 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 
GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II 
PALEMBANG 

1       1 

77 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 
GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IV 
SAMARINDA 

1       1 

78 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 
GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IX AMBON 2       2 

79 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 
GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH V 
BANJARBARU 

1 1     2 

80 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 
GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII 
MAKASSAR 

1 1     2 

81 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 
GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH X JAYAPURA 1       1 

82 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 
GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII 
TANJUNGPINANG 

1 1     2 
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83 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 
GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIII 
PANGKALPINANG 

1       1 

84 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 
GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIV KUPANG 1       1 

85 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 
GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XV 
GORONTALO 

1       1 

86 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 
GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVI PALU 1 1     2 

87 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 
GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVII 
MANOKWARI 

1     1 2 

88 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 
GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVIII BANDA 
ACEH 

1 1     2 

89 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 
GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XX BANDAR 
LAMPUNG 

1       1 

90 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 
GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI 
PALANGKARAYA 

1 1     2 

91 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEOGRAFI / S-1 
BIOLOGI 

DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL 1       1 

92 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / 
S-1 SILVILKULTUR / S-1 TEKNOLOGI HASIL 

HUTAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU 
PERTANIAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN 

DAN REKAYASA PERTANIAN / S-1 
AGRONOMI / S-1 ILMU TANAH / S-1 
PEMULIAAN TANAMAN / S-1 AGRIBISNIS / S-

1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 

PROTEKSI TANAMAN / S-1 ILMU 
LINGKUNGAN / S-1 ILMU BIOLOGI / S-1 
SOSIOLOGI / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI 

LINGKUNGAN / S-1 MANAJEMEN 
SUMBERDAYA LAHAN 

DIREKTORAT KONSERVASI TANAH DAN AIR 2 1     3 

93 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / 
S-1 SILVILKULTUR / S-1 TEKNOLOGI HASIL 

HUTAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU 
PERTANIAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN 
DAN REKAYASA PERTANIAN / S-1 

AGRONOMI / S-1 ILMU TANAH / S-1 
PEMULIAAN TANAMAN / S-1 AGRIBISNIS / S-

1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 

PROTEKSI TANAMAN / S-1 ILMU 
LINGKUNGAN / S-1 ILMU BIOLOGI / S-1 
SOSIOLOGI / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI 

LINGKUNGAN / S-1 MANAJEMEN 
SUMBERDAYA LAHAN 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG AGAM KUANTAN 

1       1 
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94 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / 
S-1 SILVILKULTUR / S-1 TEKNOLOGI HASIL 

HUTAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU 
PERTANIAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN 

DAN REKAYASA PERTANIAN / S-1 
AGRONOMI / S-1 ILMU TANAH / S-1 

PEMULIAAN TANAMAN / S-1 AGRIBISNIS / S-
1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 

PROTEKSI TANAMAN / S-1 ILMU 
LINGKUNGAN / S-1 ILMU BIOLOGI / S-1 

SOSIOLOGI / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI 
LINGKUNGAN / S-1 MANAJEMEN 
SUMBERDAYA LAHAN 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG ASAHAN BARUMUN 

1       1 

95 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / 
S-1 SILVILKULTUR / S-1 TEKNOLOGI HASIL 

HUTAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU 
PERTANIAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN 

DAN REKAYASA PERTANIAN / S-1 
AGRONOMI / S-1 ILMU TANAH / S-1 
PEMULIAAN TANAMAN / S-1 AGRIBISNIS / S-

1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 

PROTEKSI TANAMAN / S-1 ILMU 
LINGKUNGAN / S-1 ILMU BIOLOGI / S-1 
SOSIOLOGI / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI 

LINGKUNGAN / S-1 MANAJEMEN 
SUMBERDAYA LAHAN 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG BARITO 

1       1 

96 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / 
S-1 SILVILKULTUR / S-1 TEKNOLOGI HASIL 

HUTAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU 
PERTANIAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN 

DAN REKAYASA PERTANIAN / S-1 
AGRONOMI / S-1 ILMU TANAH / S-1 
PEMULIAAN TANAMAN / S-1 AGRIBISNIS / S-

1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 

PROTEKSI TANAMAN / S-1 ILMU 
LINGKUNGAN / S-1 ILMU BIOLOGI / S-1 
SOSIOLOGI / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI 

LINGKUNGAN / S-1 MANAJEMEN 
SUMBERDAYA LAHAN 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG BENANIN NOELMINA 

1       1 

97 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / 
S-1 SILVILKULTUR / S-1 TEKNOLOGI HASIL 

HUTAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU 
PERTANIAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN 
DAN REKAYASA PERTANIAN / S-1 

AGRONOMI / S-1 ILMU TANAH / S-1 
PEMULIAAN TANAMAN / S-1 AGRIBISNIS / S-

1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 
PROTEKSI TANAMAN / S-1 ILMU 

LINGKUNGAN / S-1 ILMU BIOLOGI / S-1 
SOSIOLOGI / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG BONE BOLANGO 

1       1 
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LINGKUNGAN / S-1 MANAJEMEN 
SUMBERDAYA LAHAN 

98 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / 
S-1 SILVILKULTUR / S-1 TEKNOLOGI HASIL 

HUTAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU 
PERTANIAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN 

DAN REKAYASA PERTANIAN / S-1 
AGRONOMI / S-1 ILMU TANAH / S-1 
PEMULIAAN TANAMAN / S-1 AGRIBISNIS / S-

1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 

PROTEKSI TANAMAN / S-1 ILMU 
LINGKUNGAN / S-1 ILMU BIOLOGI / S-1 
SOSIOLOGI / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI 

LINGKUNGAN / S-1 MANAJEMEN 
SUMBERDAYA LAHAN 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG BRANTAS SAMPEAN 

1       1 

99 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / 
S-1 SILVILKULTUR / S-1 TEKNOLOGI HASIL 

HUTAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU 
PERTANIAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN 
DAN REKAYASA PERTANIAN / S-1 

AGRONOMI / S-1 ILMU TANAH / S-1 
PEMULIAAN TANAMAN / S-1 AGRIBISNIS / S-

1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 
PROTEKSI TANAMAN / S-1 ILMU 

LINGKUNGAN / S-1 ILMU BIOLOGI / S-1 
SOSIOLOGI / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI 

LINGKUNGAN / S-1 MANAJEMEN 
SUMBERDAYA LAHAN 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG CIMANUK CITANDUY 

1       1 

100 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / 
S-1 SILVILKULTUR / S-1 TEKNOLOGI HASIL 

HUTAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU 
PERTANIAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN 
DAN REKAYASA PERTANIAN / S-1 

AGRONOMI / S-1 ILMU TANAH / S-1 
PEMULIAAN TANAMAN / S-1 AGRIBISNIS / S-

1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 
PROTEKSI TANAMAN / S-1 ILMU 

LINGKUNGAN / S-1 ILMU BIOLOGI / S-1 
SOSIOLOGI / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI 

LINGKUNGAN / S-1 MANAJEMEN 
SUMBERDAYA LAHAN 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG CITARUM CILIWUNG 

2       2 

101 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / 
S-1 SILVILKULTUR / S-1 TEKNOLOGI HASIL 
HUTAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU 

PERTANIAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN 
DAN REKAYASA PERTANIAN / S-1 

AGRONOMI / S-1 ILMU TANAH / S-1 
PEMULIAAN TANAMAN / S-1 AGRIBISNIS / S-
1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 

SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 
PROTEKSI TANAMAN / S-1 ILMU 

LINGKUNGAN / S-1 ILMU BIOLOGI / S-1 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG KAHAYAN 

1       1 
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NO NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN UNIT KERJA PENEMPATAN 

JENIS KEBUTUHAN CPNS 

UMUM CUMLAUDE 
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PAPUA-PAPUA 
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TOTAL 

SOSIOLOGI / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI 
LINGKUNGAN / S-1 MANAJEMEN 

SUMBERDAYA LAHAN 

102 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / 

S-1 SILVILKULTUR / S-1 TEKNOLOGI HASIL 
HUTAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU 

PERTANIAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN 
DAN REKAYASA PERTANIAN / S-1 
AGRONOMI / S-1 ILMU TANAH / S-1 

PEMULIAAN TANAMAN / S-1 AGRIBISNIS / S-
1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 

SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 
PROTEKSI TANAMAN / S-1 ILMU 
LINGKUNGAN / S-1 ILMU BIOLOGI / S-1 

SOSIOLOGI / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI 
LINGKUNGAN / S-1 MANAJEMEN 

SUMBERDAYA LAHAN 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 

LINDUNG KRUENG ACEH 

1       1 

103 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / 

S-1 SILVILKULTUR / S-1 TEKNOLOGI HASIL 
HUTAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU 
PERTANIAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN 

DAN REKAYASA PERTANIAN / S-1 
AGRONOMI / S-1 ILMU TANAH / S-1 

PEMULIAAN TANAMAN / S-1 AGRIBISNIS / S-
1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 

PROTEKSI TANAMAN / S-1 ILMU 
LINGKUNGAN / S-1 ILMU BIOLOGI / S-1 

SOSIOLOGI / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI 
LINGKUNGAN / S-1 MANAJEMEN 

SUMBERDAYA LAHAN 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 

LINDUNG LARIANG MAMASA 

1       1 

104 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / 

S-1 SILVILKULTUR / S-1 TEKNOLOGI HASIL 
HUTAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU 
PERTANIAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN 

DAN REKAYASA PERTANIAN / S-1 
AGRONOMI / S-1 ILMU TANAH / S-1 

PEMULIAAN TANAMAN / S-1 AGRIBISNIS / S-
1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 

PROTEKSI TANAMAN / S-1 ILMU 
LINGKUNGAN / S-1 ILMU BIOLOGI / S-1 

SOSIOLOGI / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI 
LINGKUNGAN / S-1 MANAJEMEN 
SUMBERDAYA LAHAN 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 

LINDUNG MUSI 

1       1 

105 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / 
S-1 SILVILKULTUR / S-1 TEKNOLOGI HASIL 

HUTAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU 
PERTANIAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN 

DAN REKAYASA PERTANIAN / S-1 
AGRONOMI / S-1 ILMU TANAH / S-1 
PEMULIAAN TANAMAN / S-1 AGRIBISNIS / S-

1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 

PROTEKSI TANAMAN / S-1 ILMU 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG REMU RENSIKI 

1       1 
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NO NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN UNIT KERJA PENEMPATAN 
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LINGKUNGAN / S-1 ILMU BIOLOGI / S-1 
SOSIOLOGI / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI 

LINGKUNGAN / S-1 MANAJEMEN 
SUMBERDAYA LAHAN 

106 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / 
S-1 SILVILKULTUR / S-1 TEKNOLOGI HASIL 

HUTAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU 
PERTANIAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN 
DAN REKAYASA PERTANIAN / S-1 

AGRONOMI / S-1 ILMU TANAH / S-1 
PEMULIAAN TANAMAN / S-1 AGRIBISNIS / S-

1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 
PROTEKSI TANAMAN / S-1 ILMU 

LINGKUNGAN / S-1 ILMU BIOLOGI / S-1 
SOSIOLOGI / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI 

LINGKUNGAN / S-1 MANAJEMEN 
SUMBERDAYA LAHAN 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG SAMPARA 

1       1 

107 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / 
S-1 SILVILKULTUR / S-1 TEKNOLOGI HASIL 
HUTAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU 

PERTANIAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN 
DAN REKAYASA PERTANIAN / S-1 

AGRONOMI / S-1 ILMU TANAH / S-1 
PEMULIAAN TANAMAN / S-1 AGRIBISNIS / S-
1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 

SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 
PROTEKSI TANAMAN / S-1 ILMU 

LINGKUNGAN / S-1 ILMU BIOLOGI / S-1 
SOSIOLOGI / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI 

LINGKUNGAN / S-1 MANAJEMEN 
SUMBERDAYA LAHAN 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG UNDA ANYAR 

1       1 

108 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / 
S-1 SILVILKULTUR / S-1 TEKNOLOGI HASIL 
HUTAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU 

PERTANIAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN 
DAN REKAYASA PERTANIAN / S-1 

AGRONOMI / S-1 ILMU TANAH / S-1 
PEMULIAAN TANAMAN / S-1 AGRIBISNIS / S-
1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 

SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 
PROTEKSI TANAMAN / S-1 ILMU 

LINGKUNGAN / S-1 ILMU BIOLOGI / S-1 
SOSIOLOGI / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI 
LINGKUNGAN / S-1 MANAJEMEN 

SUMBERDAYA LAHAN 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG WAEHAPU BATU MERAH 

1       1 
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NO NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN UNIT KERJA PENEMPATAN 

JENIS KEBUTUHAN CPNS 

UMUM CUMLAUDE 
PENYANDANG 
DISABILITIAS 

PUTRA/I 
PAPUA-PAPUA 

BARAT 
TOTAL 

109 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / 
S-1 SILVILKULTUR / S-1 TEKNOLOGI HASIL 

HUTAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU 
PERTANIAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN 

DAN REKAYASA PERTANIAN / S-1 
AGRONOMI / S-1 ILMU TANAH / S-1 

PEMULIAAN TANAMAN / S-1 AGRIBISNIS / S-
1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 

PROTEKSI TANAMAN / S-1 ILMU 
LINGKUNGAN / S-1 ILMU BIOLOGI / S-1 

SOSIOLOGI / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI 
LINGKUNGAN / S-1 MANAJEMEN 
SUMBERDAYA LAHAN 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG WAMPU SEI ULAR 

1       1 

110 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / 
S-1 SILVILKULTUR / S-1 TEKNOLOGI HASIL 

HUTAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU 
PERTANIAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN 

DAN REKAYASA PERTANIAN / S-1 
AGRONOMI / S-1 ILMU TANAH / S-1 
PEMULIAAN TANAMAN / S-1 AGRIBISNIS / S-

1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 

PROTEKSI TANAMAN / S-1 ILMU 
LINGKUNGAN / S-1 ILMU BIOLOGI / S-1 
SOSIOLOGI / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI 

LINGKUNGAN / S-1 MANAJEMEN 
SUMBERDAYA LAHAN 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG WAY SEPUTIH WS 

1       1 

111 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / 
S-1 SILVILKULTUR / S-1 TEKNOLOGI HASIL 

HUTAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU 
PERTANIAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN 

DAN REKAYASA PERTANIAN / S-1 
AGRONOMI / S-1 ILMU TANAH / S-1 
PEMULIAAN TANAMAN / S-1 AGRIBISNIS / S-

1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 

PROTEKSI TANAMAN / S-1 ILMU 
LINGKUNGAN / S-1 ILMU BIOLOGI / S-1 
SOSIOLOGI / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI 

LINGKUNGAN / S-1 MANAJEMEN 
SUMBERDAYA LAHAN 

BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN WILAYAH I 1       1 

112 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / 
S-1 SILVILKULTUR / S-1 TEKNOLOGI HASIL 

HUTAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU 
PERTANIAN / S-1 REKAYASA KEHUTANAN 
DAN REKAYASA PERTANIAN / S-1 

AGRONOMI / S-1 ILMU TANAH / S-1 
PEMULIAAN TANAMAN / S-1 AGRIBISNIS / S-

1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 
PROTEKSI TANAMAN / S-1 ILMU 

LINGKUNGAN / S-1 ILMU BIOLOGI / S-1 
SOSIOLOGI / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI 

BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN WILAYAH II 1       1 
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NO NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN UNIT KERJA PENEMPATAN 

JENIS KEBUTUHAN CPNS 

UMUM CUMLAUDE 
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PAPUA-PAPUA 

BARAT 
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LINGKUNGAN / S-1 MANAJEMEN 
SUMBERDAYA LAHAN 

113 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 
BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 

S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-
1 GEODESI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI KSDA JAMBI 1       1 

114 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 
BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 

S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-
1 GEODESI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI KSDA SULAWESI TENGGARA 1       1 

115 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 

BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 
S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-

1 GEODESI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH 1       1 

116 AHLI PERTAMA - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 

BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 
S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-

1 GEODESI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG 1       1 

117 AHLI PERTAMA - PENYULUH 

KEHUTANAN 

S-1 KEHUTANAN BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBAKARAN 

HUTAN DAN LAHAN WILAYAH SULAWESI 

1       1 

118 AHLI PERTAMA - PENYULUH 

KEHUTANAN 

S-1 KEHUTANAN BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 

WILAYAH MALUKU PAPUA 

1       1 

119 AHLI PERTAMA - POLISI 
KEHUTANAN 

S-1 KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN 

5 3     8 

120 AHLI PERTAMA - POLISI 
KEHUTANAN 

S-1 KEHUTANAN BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA 

TENGGARA 

2 1     3 

121 AHLI PERTAMA - POLISI 

KEHUTANAN 

S-1 KEHUTANAN BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN 

2 1     3 

122 AHLI PERTAMA - POLISI 

KEHUTANAN 

S-1 KEHUTANAN BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU PAPUA 

2 1     3 

123 AHLI PERTAMA - POLISI 

KEHUTANAN 

S-1 KEHUTANAN BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI 

2 1     3 

124 AHLI PERTAMA - POLISI 

KEHUTANAN 

S-1 KEHUTANAN BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA 

2 1     3 

125 AHLI PERTAMA - POLISI 

KEHUTANAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 

BIOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 SOSIAL / S-1 
POLITIK 

BALAI KSDA SULAWESI TENGAH 1       1 

126 AHLI PERTAMA - POLISI 
KEHUTANAN 

S-1 PERTANIAN / S-1 KEHUTANAN / S-1 
BIOLOGI / S-1 KELAUTAN / S-1 PERIKANAN / 

S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 HUKUM 

BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBAKARAN 
HUTAN DAN LAHAN WILAYAH KALIMANTAN 

1       1 

127 AHLI PERTAMA - SURVEYOR 

PEMETAAN 

S-1 GEOGRAFI / S-1 KARTOGRAFI DAN 

PENGINDERAAN JAUH 

PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION JAWA 1       1 

128 AHLI PERTAMA - SURVEYOR 

PEMETAAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 

GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI / S-1 
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH 

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA 

LINGKUNGAN 

3 1     4 

129 AHLI PERTAMA - SURVEYOR 
PEMETAAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 
GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI / S-1 
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I MEDAN 1 1     2 

130 AHLI PERTAMA - SURVEYOR 
PEMETAAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 
GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI / S-1 

KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH III 
PONTIANAK 

1 1     2 
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131 AHLI PERTAMA - SURVEYOR 
PEMETAAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 
GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI / S-1 

KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IV 
SAMARINDA 

1 1     2 

132 AHLI PERTAMA - SURVEYOR 

PEMETAAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 

GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI / S-1 
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IX AMBON 1       1 

133 AHLI PERTAMA - SURVEYOR 
PEMETAAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 
GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI / S-1 

KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VI MANADO 1       1 

134 AHLI PERTAMA - SURVEYOR 

PEMETAAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 

GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI / S-1 
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII 

MAKASSAR 

1       1 

135 AHLI PERTAMA - SURVEYOR 
PEMETAAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 
GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI / S-1 
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH X JAYAPURA 1     1 2 

136 AHLI PERTAMA - SURVEYOR 
PEMETAAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 
GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI / S-1 

KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII 
TANJUNGPINANG 

1 1     2 

137 AHLI PERTAMA - SURVEYOR 

PEMETAAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 

GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI / S-1 
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIII 

PANGKALPINANG 

1 1     2 

138 AHLI PERTAMA - SURVEYOR 
PEMETAAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 
GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI / S-1 

KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XV 
GORONTALO 

1 1     2 

139 AHLI PERTAMA - SURVEYOR 

PEMETAAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 

GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI / S-1 
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVI PALU 1       1 

140 AHLI PERTAMA - SURVEYOR 
PEMETAAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 
GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI / S-1 
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVII 
MANOKWARI 

2       2 

141 AHLI PERTAMA - SURVEYOR 
PEMETAAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 
GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI / S-1 

KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVIII BANDA 
ACEH 

1 1     2 

142 ANALIS ADAPTASI DAMPAK 

PERUBAHAN IKLIM 

S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN 

LINGKUNGAN 

DIREKTORAT INVENTARISASI GAS RUMAH KACA DAN 

MONITORING PELAPORAN DAN VERIFIKASI 

2 1     3 

143 ANALIS ADVOKASI HUKUM S-1 HUKUM DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN 

KEMITRAAN LINGKUNGAN 

1       1 

144 ANALIS ADVOKASI HUKUM S-1 HUKUM DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA 

LINGKUNGAN 

1       1 

145 ANALIS ADVOKASI HUKUM S-1 HUKUM BIRO HUKUM 1 1     2 

146 ANALIS ADVOKASI HUKUM S-1 ILMU POLITIK / S-1 ADMINISTRASI 
PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 ILMU 

PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI 
NEGARA / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN 

PUBLIK 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN 
DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG 

1       1 

147 ANALIS DUKUNGAN PENGAWASAN S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 

HUKUM 

INSPEKTORAT JENDERAL 1 1     2 

148 ANALIS HASIL HUTAN S-1 KEHUTANAN BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 

WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA 

1       1 

149 ANALIS HASIL HUTAN S-1 KEHUTANAN BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 

WILAYAH MALUKU PAPUA 

2       2 

150 ANALIS HASIL HUTAN S-1 KEHUTANAN BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 

WILAYAH SULAWESI 

1 1     2 



13 

 

NO NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN UNIT KERJA PENEMPATAN 

JENIS KEBUTUHAN CPNS 

UMUM CUMLAUDE 
PENYANDANG 
DISABILITIAS 

PUTRA/I 
PAPUA-PAPUA 

BARAT 
TOTAL 

151 ANALIS HASIL HUTAN S-1 KEHUTANAN BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 
WILAYAH SUMATERA 

1 1     2 

152 ANALIS HASIL HUTAN S-1 KEHUTANAN PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION 
SUMATERA 

1       1 

153 ANALIS HUTAN DAN LAHAN 
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / 
S-1 REKAYASA KEHUTANAN DAN REKAYASA 

PERTANIAN / S-1 SILVILKULTUR / S-1 
TEKNOLOGI HASIL HUTAN / S-1 ILMU 

PERTANIAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 
AGRONOMI / S-1 ILMU TANAH / S-1 
PEMULIAAN TANAMAN / S-1 TEKNOLOGI 

HASIL PERTANIAN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 
PROTEKSI TANAMAN / S-1 SOSIAL EKONOMI 

PERTANIAN / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 
BIOLOGI / S-1 MANAJEMEN SUMBERDAYA 

LAHAN / S-1 GEOGRAFI / S-1 SOSIOLOGI / 
S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN 

DIREKTORAT KONSERVASI TANAH DAN AIR 1       1 

154 ANALIS KERJA SAMA S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU KOMUNIKASI DIREKTORAT KEMITRAAN LINGKUNGAN 1       1 

155 ANALIS KERJASAMA LINTAS SEKTOR S-1 JURNALISTIK / S-1 HUBUNGAN 

MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI 

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT 1       1 

156 ANALIS KERJASAMA LUAR NEGERI S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 ILMU 

HUKUM 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN 

SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA 

1       1 

157 ANALIS KERJASAMA TEKNIK S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 
REKAYASA PERTANIAN 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN 
SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA 

1       1 

158 ANALIS KERJASAMA TEKNIK S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / 
S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 

MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL 
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 

1       1 

159 ANALIS KERJASAMA TEKNIK S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU 

PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI 
PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 

MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN 

DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG 

1       1 

160 ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT S-1 KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN DAN 

KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI 
PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN / S-1 STATISTIK / S-1 
ADMINISTRASI NEGARA 

PUSAT KEBIJAKAN STRATEGIS 1       1 

161 ANALIS KONSERVASI KAWASAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 

BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 
S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-

1 GEOLOGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI BESAR KSDA PAPUA BARAT 1       1 

162 ANALIS KONSERVASI KAWASAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 

BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 
S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-

1 GEOLOGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BETUNG KERIHUN DAN 

DANAU SENTARUM 

1       1 

163 ANALIS KONSERVASI KAWASAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 

BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 
S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-
1 GEOLOGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI BESAR TAMAN NASIONAL LORE LINDU 1       1 

164 ANALIS KONSERVASI KAWASAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 
BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 

S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-
1 GEOLOGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 
DAN EKOSISTEM 

3 3     6 

165 ANALIS KONSERVASI KAWASAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 
BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 

BALAI KSDA BALI 1       1 
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S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-
1 GEOLOGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

166 ANALIS KONSERVASI KAWASAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 
BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 

S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-
1 GEOLOGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI KSDA KALIMANTAN TENGAH 1       1 

167 ANALIS KONSERVASI KAWASAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 
BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 

S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-
1 GEOLOGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI KSDA SULAWESI TENGAH 1       1 

168 ANALIS KONSERVASI KAWASAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 

BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 
S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-

1 GEOLOGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI KSDA SULAWESI TENGGARA 1       1 

169 ANALIS KONSERVASI KAWASAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 

BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 
S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-

1 GEOLOGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI KSDA SULAWESI UTARA 1       1 

170 ANALIS KONSERVASI KAWASAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 

BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 
S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-
1 GEOLOGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI KSDA SUMATERA BARAT 1       1 

171 ANALIS KONSERVASI KAWASAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 
BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 

S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-
1 GEOLOGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI KSDA SUMATERA SELATAN 1       1 

172 ANALIS KONSERVASI KAWASAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 
BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 

S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-
1 GEOLOGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT DUA BELAS 1       1 

173 ANALIS KONSERVASI KAWASAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 
BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 
S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-

1 GEOLOGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN 1       1 

174 ANALIS KONSERVASI KAWASAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 

BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 
S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-

1 GEOLOGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI 1       1 

175 ANALIS KONSERVASI KAWASAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 

BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 
S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-
1 GEOLOGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG 1       1 

176 ANALIS KONSERVASI KAWASAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 
BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 

S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-
1 GEOLOGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU 1       1 

177 ANALIS KONSERVASI KAWASAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 
BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 

S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-
1 GEOLOGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI TAMAN NASIONAL KEPULAUAN TOGEAN 1       1 

178 ANALIS KONSERVASI KAWASAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 
BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 
S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-

1 GEOLOGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI TAMAN NASIONAL KUTAI 1       1 
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179 ANALIS KONSERVASI KAWASAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 
BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 

S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-
1 GEOLOGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI TAMAN NASIONAL LORENTZ 1       1 

180 ANALIS KONSERVASI KAWASAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 
BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 

S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-
1 GEOLOGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI TAMAN NASIONAL MANUPEU TANAH DARU DAN 
LAIWANGI WANGGAMETI 

1       1 

181 ANALIS KONSERVASI KAWASAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 
BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 
S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-

1 GEOLOGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI 1       1 

182 ANALIS KONSERVASI KAWASAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 

BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 
S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-

1 GEOLOGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI TAMAN NASIONAL SEBANGAU 1       1 

183 ANALIS KONSERVASI KAWASAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 

BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 
S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-

1 GEOLOGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE 1       1 

184 ANALIS KONSERVASI KAWASAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 

BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 
S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-
1 GEOLOGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI TAMAN NASIONAL TAMBORA 1       1 

185 ANALIS KONSERVASI KAWASAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 
BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 

S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-
1 GEOLOGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING 1       1 

186 ANALIS KONSERVASI KAWASAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 
BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 

S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-
1 GEOLOGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI TAMAN NASIONAL WAKATOBI 1       1 

187 ANALIS KONSERVASI KAWASAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 
BIOLOGI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / 
S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-

1 GEOLOGI / S-1 KEDOKTERAN HEWAN 

BALAI TAMAN NASIONAL WASUR 1       1 

188 ANALIS KONVENSI INTERNASIONAL S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 

KETAHANAN NASIONAL / S-1 KOMUNIKASI / 
S-1 SOSIAL POLITIK / S-1 EKONOMI 

PEMBANGUNAN 

DIREKTORAT MOBILISASI SUMBERDAYA SEKTORAL DAN 

REGIONAL 

1 1     2 

189 ANALIS LINGKUNGAN HIDUP S-1 BIOLOGI / S-1 KIMIA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA 1 1     2 

190 ANALIS LINGKUNGAN HIDUP S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK 
LINGKUNGAN / S-1 PENGELOLAAN 

SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN 

PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION 
KALIMANTAN 

1       1 

191 ANALIS LINGKUNGAN HIDUP S-1 TEKNIK INDUSTRI PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION 

SUMATERA 

1       1 

192 ANALIS LINGKUNGAN HIDUP S-1 TEKNIK LINGKUNGAN PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION 

SUMATERA 

1 1     2 

193 ANALIS LINGKUNGAN HIDUP S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION 
SUMATERA 

1       1 

194 ANALIS LINGKUNGAN HIDUP S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN 
LINGKUNGAN 

DIREKTORAT MOBILISASI SUMBERDAYA SEKTORAL DAN 
REGIONAL 

1       1 

195 ANALIS PASAR HASIL HUTAN S-1 KEHUTANAN BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 
WILAYAH MALUKU PAPUA 

1       1 



16 

 

NO NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN UNIT KERJA PENEMPATAN 

JENIS KEBUTUHAN CPNS 

UMUM CUMLAUDE 
PENYANDANG 
DISABILITIAS 

PUTRA/I 
PAPUA-PAPUA 

BARAT 
TOTAL 

196 ANALIS PASAR HASIL HUTAN S-1 KEHUTANAN BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 
WILAYAH SUMATERA 

1       1 

197 ANALIS PASAR HASIL HUTAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 
WILAYAH KALIMANTAN 

1       1 

198 ANALIS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 

S-1 ILMU SOSIAL DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN 
KEMITRAAN LINGKUNGAN 

4 3     7 

199 ANALIS PENGEMBANGAN HUTAN S-1 KEHUTANAN BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 
WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA 

1 1     2 

200 ANALIS PENGEMBANGAN HUTAN S-1 KEHUTANAN BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 
WILAYAH MALUKU PAPUA 

1       1 

201 ANALIS PENGEMBANGAN HUTAN S-1 KEHUTANAN BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 
WILAYAH SULAWESI 

2 1     3 

202 ANALIS PENGEMBANGAN HUTAN S-1 KEHUTANAN BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 
WILAYAH SUMATERA 

2 1     3 

203 ANALIS PENGEMBANGAN HUTAN S-1 KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / 
S-1 REKAYASA KEHUTANAN DAN REKAYASA 

PERTANIAN / S-1 SILVILKULTUR / S-1 
TEKNOLOGI HASIL HUTAN / S-1 ILMU 

PERTANIAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 
AGRONOMI / S-1 ILMU TANAH / S-1 
PEMULIAAN TANAMAN / S-1 TEKNOLOGI 

HASIL PERTANIAN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 
PROTEKSI TANAMAN / S-1 SOSIAL EKONOMI 

PERTANIAN / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 
BIOLOGI / S-1 MANAJEMEN SUMBERDAYA 
LAHAN / S-1 GEOGRAFI / S-1 SOSIOLOGI / 

S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN 

DIREKTORAT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG 2 1     3 

204 ANALIS PEREKONOMIAN S-1 KEHUTANAN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 

MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / 
S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / S-1 

STATISTIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-
1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  

PUSAT KEBIJAKAN STRATEGIS 1       1 

205 ANALIS PERSIAPAN LAHAN S-1 KEHUTANAN / S-1 GEOGRAFI / S-1 
BIOLOGI / S-1 GEODESI 

DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL 3 2     5 

206 ANALIS REHABILITASI DAN 
KONSERVASI 

S-1 KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / 
S-1 REKAYASA KEHUTANAN DAN REKAYASA 
PERTANIAN / S-1 SILVILKULTUR / S-1 

TEKNOLOGI HASIL HUTAN / S-1 ILMU 
PERTANIAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 

AGRONOMI / S-1 ILMU TANAH / S-1 
PEMULIAAN TANAMAN / S-1 TEKNOLOGI 

HASIL PERTANIAN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 
PROTEKSI TANAMAN / S-1 SOSIAL EKONOMI 
PERTANIAN / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 

BIOLOGI / S-1 MANAJEMEN SUMBERDAYA 
LAHAN / S-1 GEOGRAFI / S-1 SOSIOLOGI / 

S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN 

DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN PERAIRAN DARAT 3 2     5 

207 KURATOR KOLEKSI MUSEUM S-1 ILMU BUDAYA / S-1 ILMU RELIGI DAN 

BUDAYA 

BIRO UMUM 1       1 
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208 PENELAAH DATA SISTEM 
INFORMASI PERBENIHAN DAN 

PEMBIBITAN TANAMAN HUTAN 

S-1 KEHUTANAN / S-1 REKAYASA 
KEHUTANAN DAN REKAYASA PERTANIAN / 

S-1 MANAJEMEN HUTAN / S-1 TEKNOLOGI 
HASIL HUTAN / S-1 SILVILKULTUR / S-1 

ILMU PERTANIAN / S-1 AGRONOMI / S-1 
AGROTEKNOLOGI / S-1 ILMU TANAH / S-1 

PEMULIAAN TANAMAN / S-1 AGRIBISNIS / S-
1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 
PROTEKSI TANAMAN / S-1 SOSIAL EKONOMI 

PERTANIAN / S-1 BIOLOGI / S-1 ILMU 
LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-1 

SOSIOLOGI / S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN / 
S-1 MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN 

DIREKTORAT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN 1 1     2 

209 PENELAAH DATA STATISTIK 
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN 
SUNGAI 

S-1 KEHUTANAN / S-1 MANAJEMEN HUTAN / 
S-1 REKAYASA KEHUTANAN DAN REKAYASA 
PERTANIAN / S-1 SILVILKULTUR / S-1 

TEKNOLOGI HASIL HUTAN / S-1 ILMU 
PERTANIAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 

AGRONOMI / S-1 ILMU TANAH / S-1 
PEMULIAAN TANAMAN / S-1 TEKNOLOGI 
HASIL PERTANIAN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 

PROTEKSI TANAMAN / S-1 SOSIAL EKONOMI 
PERTANIAN / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 

BIOLOGI / S-1 GEOGRAFI / S-1 SOSIOLOGI / 
S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN 

DIREKTORAT PERENCANAAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN 
DAS 

1       1 

210 PENGELOLA LINGKUNGAN D-III PERIKANAN / D-III PERTANIAN / D-III 
TEKNIK LINGKUNGAN / D-III KIMIA 

PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA 1       1 

211 TERAMPIL - AUDITOR D-III EKONOMI / D-III AKUNTANSI / D-III 
KEHUTANAN 

INSPEKTORAT JENDERAL 6       6 

212 TERAMPIL - PENATA LAKSANA 

BARANG 

D-III MANAJEMEN / D-III EKONOMI / D-III 

KOMPUTER / D-III ADMINISTRASI NEGARA 

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEHUTANAN 

4       4 

213 TERAMPIL - PENATA LAKSANA 

BARANG 

D-III MANAJEMEN / D-III EKONOMI / D-III 

KOMPUTER / D-III ADMINISTRASI NEGARA 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN 

PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 

1       1 

214 TERAMPIL - PENGENDALI DAMPAK 

LINGKUNGAN 

D-III GEOGRAFI / D-III GEODESI / D-III 

PLANOLOGI / D-III KEHUTANAN / D-III 
LINGKUNGAN 

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA 

DAN KEGIATAN 

1       1 

215 TERAMPIL - PENGENDALI DAMPAK 
LINGKUNGAN 

D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 
GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI 

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA 
LINGKUNGAN 

2       2 

216 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI 
LESTARI 

10       10 

217 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH I 2       2 

218 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH II 2       2 

219 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH III 2       2 

220 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH IV 2       2 

221 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH IX 2       2 

222 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH V 2       2 

223 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH VI 2       2 
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224 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH VIII 1       1 

225 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH X 2       2 

226 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XI 2       2 

227 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XII 2       2 

228 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XIII 2       2 

229 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XIV 1       1 

230 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XV 2       2 

231 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XVI 2       2 

232 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBAKARAN 
HUTAN DAN LAHAN WILAYAH KALIMANTAN 

3       3 

233 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 
WILAYAH MALUKU PAPUA 

2       2 

234 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 
WILAYAH SULAWESI 

3       3 

235 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 
GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI 

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA 
LINGKUNGAN 

5       5 

236 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 
GEOGRAFI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH III 
PONTIANAK-SEKSI INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN DAN 

LINGKUNGAN 

1       1 

237 TERAMPIL - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 

GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH III 

PONTIANAK-SEKSI PEMOLAAN KAWASAN HUTAN 

1       1 

238 TERAMPIL - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 

GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I MEDAN 2       2 

239 TERAMPIL - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 

GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IV 

SAMARINDA 

2       2 

240 TERAMPIL - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 

GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IX AMBON 1       1 

241 TERAMPIL - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 

GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH V 

BANJARBARU 

2       2 

242 TERAMPIL - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 

GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VI MANADO 1       1 

243 TERAMPIL - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 

GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII 

MAKASSAR 

2       2 

244 TERAMPIL - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 

GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH X JAYAPURA 2       2 

245 TERAMPIL - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 

GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII 

TANJUNGPINANG 

2       2 

246 TERAMPIL - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 

GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIII 

PANGKALPINANG 

2       2 

247 TERAMPIL - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 

GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIX 

PEKANBARU 

2       2 

248 TERAMPIL - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 

GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XV 

GORONTALO 

1       1 

249 TERAMPIL - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 

GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVI PALU 1       1 
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250 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 
GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVII 
MANOKWARI 

2       2 

251 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 
GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVIII BANDA 
ACEH 

2       2 

252 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 
GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XX BANDAR 
LAMPUNG 

1       1 

253 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 
GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXII 
KENDARI 

1       1 

254 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 
BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 

KELAUTAN 

BALAI BESAR KSDA NUSA TENGGARA TIMUR 1       1 

255 TERAMPIL - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 

BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 
KELAUTAN 

BALAI BESAR KSDA RIAU 1       1 

256 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 
BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 

KELAUTAN 

BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BETUNG KERIHUN DAN 
DANAU SENTARUM 

2       2 

257 TERAMPIL - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 

BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 
KELAUTAN 

BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN 1       1 

258 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 
BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 
KELAUTAN 

BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER 1       1 

259 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 
BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 

KELAUTAN 

BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT 2       2 

260 TERAMPIL - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 

BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 
KELAUTAN 

BALAI KSDA ACEH 2       2 

261 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 
BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 

KELAUTAN 

BALAI KSDA JAMBI 1       1 

262 TERAMPIL - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 

BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 
KELAUTAN 

BALAI KSDA KALIMANTAN BARAT 3       3 

263 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 
BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 
KELAUTAN 

BALAI KSDA KALIMANTAN TIMUR 1       1 

264 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 
BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 

KELAUTAN 

BALAI KSDA NUSA TENGGARA BARAT 3       3 

265 TERAMPIL - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 

BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 
KELAUTAN 

BALAI KSDA SULAWESI TENGAH 1       1 

266 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 
BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 

KELAUTAN 

BALAI KSDA SULAWESI UTARA 1       1 

267 TERAMPIL - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 

BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 
KELAUTAN 

BALAI TAMAN NASIONAL AKETAJAWE LOLOBATA 2       2 

268 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 
BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 
KELAUTAN 

BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT 3       3 
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269 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 
BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 

KELAUTAN 

BALAI TAMAN NASIONAL BERBAK DAN SEMBILANG 2       2 

270 TERAMPIL - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 

BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 
KELAUTAN 

BALAI TAMAN NASIONAL BOGANI NANI WARTABONE 1       1 

271 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 
BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 

KELAUTAN 

BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT DUA BELAS 2       2 

272 TERAMPIL - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 

BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 
KELAUTAN 

BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH 1       1 

273 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 
BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 
KELAUTAN 

BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN 1       1 

274 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 
BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 

KELAUTAN 

BALAI TAMAN NASIONAL KEPULAUAN SERIBU 1       1 

275 TERAMPIL - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 

BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 
KELAUTAN 

BALAI TAMAN NASIONAL KEPULAUAN TOGEAN 1       1 

276 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 
BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 

KELAUTAN 

BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO 1       1 

277 TERAMPIL - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 

BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 
KELAUTAN 

BALAI TAMAN NASIONAL KUTAI 2       2 

278 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 
BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 
KELAUTAN 

BALAI TAMAN NASIONAL LORENTZ 3       3 

279 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 
BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 

KELAUTAN 

BALAI TAMAN NASIONAL MANUSELA 2       2 

280 TERAMPIL - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 

BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 
KELAUTAN 

BALAI TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE 2       2 

281 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 
BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 

KELAUTAN 

BALAI TAMAN NASIONAL TAMBORA 2       2 

282 TERAMPIL - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 

BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 
KELAUTAN 

BALAI TAMAN NASIONAL TESSO NILLO 1       1 

283 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 
BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 
KELAUTAN 

BALAI TAMAN NASIONAL WAKATOBI 3       3 

284 TERAMPIL - PENGENDALI 
EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 
BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 

KELAUTAN 

BALAI TAMAN NASIONAL WASUR 2       2 

285 TERAMPIL - PENGENDALI 

EKOSISTEM HUTAN 

D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III 

BIOLOGI / D-III PERIKANAN / D-III 
KELAUTAN 

BALAI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS 2       2 

286 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN PEKANBARU 1       1 

287 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI TAMAN NASIONAL LORENTZ 1     1 2 

288 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI TAMAN NASIONAL TESSO NILLO 1       1 
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289 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBAKARAN 
HUTAN DAN LAHAN WILAYAH KALIMANTAN 

3       3 

290 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBAKARAN 
HUTAN DAN LAHAN WILAYAH SUMATERA 

2       2 

291 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 
WILAYAH SUMATERA 

1       1 

292 TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN PEKANBARU 1       1 

293 TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA 
TENGGARA 

3       3 

294 TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN 

3       3 

295 TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU PAPUA 

3       3 

296 TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI 

3       3 

297 TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA 

3       3 

298 TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBAKARAN 
HUTAN DAN LAHAN WILAYAH KALIMANTAN 

6       6 

299 TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN D-III KEHUTANAN / D-III HUKUM BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BETUNG KERIHUN DAN 
DANAU SENTARUM 

1       1 

300 TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN D-III KEHUTANAN / D-III HUKUM BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN 1       1 

301 TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN D-III KEHUTANAN / D-III HUKUM BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER 1       1 

302 TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN D-III KEHUTANAN / D-III HUKUM BALAI KSDA KALIMANTAN BARAT 2       2 

303 TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN D-III KEHUTANAN / D-III HUKUM BALAI KSDA KALIMANTAN SELATAN 2       2 

304 TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN D-III KEHUTANAN / D-III HUKUM BALAI KSDA NUSA TENGGARA BARAT 3       3 

305 TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN D-III KEHUTANAN / D-III HUKUM BALAI KSDA SULAWESI TENGGARA 1       1 

306 TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN D-III KEHUTANAN / D-III HUKUM BALAI KSDA SULAWESI UTARA 1       1 

307 TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN D-III KEHUTANAN / D-III HUKUM BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT 3       3 

308 TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN D-III KEHUTANAN / D-III HUKUM BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN 1       1 

309 TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN D-III KEHUTANAN / D-III HUKUM BALAI TAMAN NASIONAL BOGANI NANI WARTABONE 1       1 

310 TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN D-III KEHUTANAN / D-III HUKUM BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU 1       1 

311 TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN D-III KEHUTANAN / D-III HUKUM BALAI TAMAN NASIONAL KEPULAUAN TOGEAN 2       2 

312 TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN D-III KEHUTANAN / D-III HUKUM BALAI TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE 1       1 

313 TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN D-III KEHUTANAN / D-III HUKUM BALAI TAMAN NASIONAL WAKATOBI 2       2 

314 TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN D-III KEHUTANAN / D-III HUKUM BALAI TAMAN NASIONAL WASUR 1     1 2 

315 TERAMPIL - PRANATA KEUANGAN 

APBN 

D-III EKONOMI / D-III AKUNTANSI DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEHUTANAN 

4       4 

316 TERAMPIL - PRANATA KEUANGAN 

APBN 

D-III EKONOMI / D-III AKUNTANSI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN 

1       1 

317 TERAMPIL - PRANATA KEUANGAN 

APBN 

D-III EKONOMI / D-III AKUNTANSI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU PAPUA 

1       1 

318 TERAMPIL - PRANATA KEUANGAN 

APBN 

D-III EKONOMI / D-III AKUNTANSI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI 

1       1 

319 TERAMPIL - PRANATA KEUANGAN 

APBN 

D-III EKONOMI / D-III AKUNTANSI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA 

1       1 

320 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III ILMU KOMPUTER / D-III MANAJEMEN 

DAN INFORMATIKA KOMPUTER 

DIREKTORAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 1       1 

321 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III ILMU KOMPUTER / D-III TEKNIK 

INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN 
INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI 

BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 

WILAYAH MALUKU PAPUA 

1       1 

322 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III KOMPUTER PUSAT PENYULUHAN 1       1 
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323 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI / D-III 
ILMU KOMPUTER 

PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 1       1 

324 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI / D-III 
ILMU KOMPUTER 

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN 
PEMATANGSIANTAR 

1       1 

325 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI / D-III 
ILMU KOMPUTER 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI 
PEKANBARU 

1       1 

326 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI / D-III 
ILMU KOMPUTER 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI 
SAMARINDA 

1       1 

327 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI 
INFORMASI 

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL 1       1 

328 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III KOMPUTER / D-III TEKNIK 
INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

1       1 

329 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III SISTEM KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI 
INFORMASI / D-III REKAYASA PERANGKAT 

LUNAK / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-
III KOMPUTER APLIKASI / D-III SISTEM 

INFORMASI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG ASAHAN BARUMUN 

1       1 

330 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III SISTEM KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI 

INFORMASI / D-III REKAYASA PERANGKAT 
LUNAK / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-
III KOMPUTER APLIKASI / D-III SISTEM 

INFORMASI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 

LINDUNG BENANIN NOELMINA 

1       1 

331 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III SISTEM KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI 

INFORMASI / D-III REKAYASA PERANGKAT 
LUNAK / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-

III KOMPUTER APLIKASI / D-III SISTEM 
INFORMASI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 

LINDUNG BONE BOLANGO 

1       1 

332 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III SISTEM KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI 
INFORMASI / D-III REKAYASA PERANGKAT 
LUNAK / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-

III KOMPUTER APLIKASI / D-III SISTEM 
INFORMASI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG BRANTAS SAMPEAN 

1       1 

333 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III SISTEM KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI 
INFORMASI / D-III REKAYASA PERANGKAT 

LUNAK / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-
III KOMPUTER APLIKASI / D-III SISTEM 
INFORMASI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG CIMANUK CITANDUY 

1       1 

334 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III SISTEM KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI 
INFORMASI / D-III REKAYASA PERANGKAT 

LUNAK / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-
III KOMPUTER APLIKASI / D-III SISTEM 

INFORMASI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG CITARUM CILIWUNG 

1       1 

335 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III SISTEM KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI 

INFORMASI / D-III REKAYASA PERANGKAT 
LUNAK / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-

III KOMPUTER APLIKASI / D-III SISTEM 
INFORMASI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 

LINDUNG KAPUAS 

1       1 

336 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III SISTEM KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI 
INFORMASI / D-III REKAYASA PERANGKAT 
LUNAK / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-

III KOMPUTER APLIKASI / D-III SISTEM 
INFORMASI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG KRUENG ACEH 

1       1 

337 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III SISTEM KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI 
INFORMASI / D-III REKAYASA PERANGKAT 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG MAHAKAM BERAU 

1       1 
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LUNAK / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-
III KOMPUTER APLIKASI / D-III SISTEM 

INFORMASI 

338 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III SISTEM KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI 

INFORMASI / D-III REKAYASA PERANGKAT 
LUNAK / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-

III KOMPUTER APLIKASI / D-III SISTEM 
INFORMASI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 

LINDUNG MEMBERAMO 

1       1 

339 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III SISTEM KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI 
INFORMASI / D-III REKAYASA PERANGKAT 
LUNAK / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-

III KOMPUTER APLIKASI / D-III SISTEM 
INFORMASI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG PALU POSO 

1       1 

340 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III SISTEM KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI 
INFORMASI / D-III REKAYASA PERANGKAT 

LUNAK / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-
III KOMPUTER APLIKASI / D-III SISTEM 
INFORMASI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG SAMPARA 

1       1 

341 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III SISTEM KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI 
INFORMASI / D-III REKAYASA PERANGKAT 

LUNAK / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-
III KOMPUTER APLIKASI / D-III SISTEM 

INFORMASI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG SEIJANG DURIANGKANG 

1       1 

342 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III SISTEM KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI 

INFORMASI / D-III REKAYASA PERANGKAT 
LUNAK / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-
III KOMPUTER APLIKASI / D-III SISTEM 

INFORMASI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 

LINDUNG SERAYU OPAK PROGO 

1       1 

343 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III SISTEM KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI 

INFORMASI / D-III REKAYASA PERANGKAT 
LUNAK / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-

III KOMPUTER APLIKASI / D-III SISTEM 
INFORMASI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 

LINDUNG SOLO 

1       1 

344 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III SISTEM KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI 
INFORMASI / D-III REKAYASA PERANGKAT 
LUNAK / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-

III KOMPUTER APLIKASI / D-III SISTEM 
INFORMASI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG UNDA ANYAR 

1       1 

345 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III SISTEM KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI 
INFORMASI / D-III REKAYASA PERANGKAT 

LUNAK / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-
III KOMPUTER APLIKASI / D-III SISTEM 
INFORMASI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG WAEHAPU BATU MERAH 

1       1 

346 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III SISTEM KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI 
INFORMASI / D-III REKAYASA PERANGKAT 

LUNAK / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-
III KOMPUTER APLIKASI / D-III SISTEM 

INFORMASI 

BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN WILAYAH I 1       1 

347 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III SISTEM KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI 

INFORMASI / D-III REKAYASA PERANGKAT 
LUNAK / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-
III KOMPUTER APLIKASI / D-III SISTEM 

INFORMASI 

BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN WILAYAH II 1       1 
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348 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III 
KOMPUTER / D-III MANAJEMEN TEKNIK 

INFORMATIKA 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI 
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN 

3       3 

349 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III 

KOMPUTER / D-III MANAJEMEN TEKNIK 
INFORMATIKA 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVI PALU 1       1 

350 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III 
KOMPUTER / D-III MANAJEMEN TEKNIK 

INFORMATIKA 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVIII BANDA 
ACEH 

1       1 

351 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNIK 

INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN 
INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI 

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEHUTANAN 

7       7 

352 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNIK 
INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN 
INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI 

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA 
TENGGARA 

1       1 

353 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNIK 
INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN 

INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI 

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN 

1       1 

354 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNIK 

INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN 
INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI 

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU PAPUA 

1       1 

355 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNIK 
INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN 

INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI 

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI 

1       1 

356 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNIK 

INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN 
INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I MEDAN 1       1 

357 TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III ILMU 
KOMPUTER 

BIRO UMUM 1       1 

358 TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA 
MANUSIA APARATUR 

D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III 
ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN 
SUMBER DAYA MANUSIA / D-III 

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI 3       3 

359 TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA 

MANUSIA APARATUR 

D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III 

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM 

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

1   1   2 

360 TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA 

MANUSIA APARATUR 

D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III 

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III 
KOMUNIKASI MASSA / D-III ADMINISTRASI 

PUBLIK 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN 

DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG 

1       1 

361 TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA 

MANUSIA APARATUR 

D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / 

D-III KEPEGAWAIAN / D-III ADMINISTRASI 
PUBLIK / D-III ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN 

BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBAKARAN 

HUTAN DAN LAHAN WILAYAH SUMATERA 

1       1 

362 TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA 
MANUSIA APARATUR 

D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / 
D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI 

PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI 
PUBLIK 

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL 1       1 

363 TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 
GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI / D-III 

PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM 
INFORMASI GEOGRAFIS  

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I MEDAN 2       2 

364 TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 
GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI / D-III 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II 
PALEMBANG 

1       1 
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PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM 
INFORMASI GEOGRAFIS  

365 TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 
GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI / D-III 

PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM 
INFORMASI GEOGRAFIS  

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH III 
PONTIANAK 

2       2 

366 TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 
GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI / D-III 

PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM 
INFORMASI GEOGRAFIS  

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IV 
SAMARINDA 

2       2 

367 TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 

GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI / D-III 
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM 

INFORMASI GEOGRAFIS  

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IX AMBON 2       2 

368 TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 

GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI / D-III 
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM 

INFORMASI GEOGRAFIS  

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH V 

BANJARBARU 

1       1 

369 TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 

GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI / D-III 
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM 
INFORMASI GEOGRAFIS  

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VI MANADO 2       2 

370 TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 
GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI / D-III 

PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM 
INFORMASI GEOGRAFIS  

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII 
MAKASSAR 

1       1 

371 TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 
GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI / D-III 

PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM 
INFORMASI GEOGRAFIS  

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII 
DENPASAR 

1       1 

372 TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 
GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI / D-III 
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM 

INFORMASI GEOGRAFIS  

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH X JAYAPURA 2       2 

373 TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 

GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI / D-III 
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM 

INFORMASI GEOGRAFIS  

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII 

TANJUNGPINANG 

2       2 

374 TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 

GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI / D-III 
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM 
INFORMASI GEOGRAFIS  

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIII 

PANGKALPINANG 

1       1 

375 TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 
GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI / D-III 

PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM 
INFORMASI GEOGRAFIS  

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XV 
GORONTALO 

2       2 

376 TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 
GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI / D-III 

PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM 
INFORMASI GEOGRAFIS  

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVI PALU 2       2 

377 TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 
GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI / D-III 
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM 

INFORMASI GEOGRAFIS  

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVII 
MANOKWARI 

2       2 
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378 TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 
GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI / D-III 

PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM 
INFORMASI GEOGRAFIS  

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVIII BANDA 
ACEH 

2       2 

379 TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 
GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI / D-III 

PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM 
INFORMASI GEOGRAFIS  

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XX BANDAR 
LAMPUNG 

1       1 

380 TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 
GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI / D-III 
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM 

INFORMASI GEOGRAFIS  

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI 
PALANGKARAYA 

1       1 

381 TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III 

GEOGRAFI / D-III PLANOLOGI / D-III 
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM 

INFORMASI GEOGRAFIS  

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXII 

KENDARI 

2       2 

382 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III 

AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HASIL HUTAN 1       1 

383 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III 

AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN 

DIREKTORAT ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 1       1 

384 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III 

AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN 

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT 1       1 

385 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI BIRO HUKUM 1       1 

386 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN BALAI KSDA MALUKU 1       1 

387 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT 1       1 

388 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN BALAI TAMAN NASIONAL LORENTZ 1       1 

389 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III 
EKONOMI KEUANGAN 

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN PEKANBARU 1       1 

390 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III 
EKONOMI KEUANGAN 

PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 1       1 

391 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III 
EKONOMI KEUANGAN / D-III EKONOMI 

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI 1   1   2 

392 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III EKONOMI ADMINISTRASI KEUANGAN SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN 
INOVASI 

1       1 

393 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III 
EKONOMI KEUANGAN / D-III EKONOMI 

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN 
SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG 

5   1   6 

394 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III 

EKONOMI KEUANGAN / D-III EKONOMI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 

LINDUNG BATURUSA CERUCUK 

1       1 

395 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III 

EKONOMI KEUANGAN / D-III EKONOMI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 

LINDUNG AGAM KUANTAN 

1       1 

396 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III 

EKONOMI KEUANGAN / D-III EKONOMI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 

LINDUNG AKE MALAMO 

1       1 

397 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III 

EKONOMI KEUANGAN / D-III EKONOMI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 

LINDUNG ASAHAN BARUMUN 

1       1 

398 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III 

EKONOMI KEUANGAN / D-III EKONOMI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 

LINDUNG BARITO 

1       1 

399 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III 

EKONOMI KEUANGAN / D-III EKONOMI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 

LINDUNG BONE BOLANGO 

1       1 

400 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III 

EKONOMI KEUANGAN / D-III EKONOMI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 

LINDUNG BRANTAS SAMPEAN 

1       1 

401 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III 

EKONOMI KEUANGAN / D-III EKONOMI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 

LINDUNG CITARUM CILIWUNG 

1       1 

402 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III 

EKONOMI KEUANGAN / D-III EKONOMI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 

LINDUNG DODOKAN MOYOSARI 

1       1 
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403 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III 
EKONOMI KEUANGAN / D-III EKONOMI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG KAHAYAN 

1       1 

404 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III 
EKONOMI KEUANGAN / D-III EKONOMI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG KAPUAS 

1       1 

405 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III 
EKONOMI KEUANGAN / D-III EKONOMI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG LARIANG MAMASA 

1       1 

406 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III 
EKONOMI KEUANGAN / D-III EKONOMI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG MAHAKAM BERAU 

1       1 

407 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III 
EKONOMI KEUANGAN / D-III EKONOMI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG MEMBERAMO 

1       1 

408 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III 
EKONOMI KEUANGAN / D-III EKONOMI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG MUSI 

1       1 

409 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III 
EKONOMI KEUANGAN / D-III EKONOMI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG PALU POSO 

1       1 

410 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III 
EKONOMI KEUANGAN / D-III EKONOMI 

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN 
LINDUNG REMU RENSIKI 

1       1 

411 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN / D-III 
EKONOMI KEUANGAN / D-III EKONOMI 

BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 
WILAYAH SULAWESI 

1       1 

412 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL 
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 

1       1 

413 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 
WILAYAH KALIMANTAN 

1       1 

414 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 
WILAYAH SUMATERA 

1       1 

415 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III 
ADMINISTRASI PERKANTORAN 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI 
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN 

1       1 

416 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III 
ADMINISTRASI PERKANTORAN 

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL 1       1 

417 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III 
ADMINISTRASI PERKANTORAN 

PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION 
KALIMANTAN 

1       1 

418 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III EKONOMI / D-III AKUNTANSI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

1       1 

419 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III EKONOMI / D-III AKUNTANSI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA 

TENGGARA 

1       1 

420 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III EKONOMI / D-III AKUNTANSI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU PAPUA 

1       1 

421 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III EKONOMI / D-III AKUNTANSI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI 

1       1 

422 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III EKONOMI / D-III AKUNTANSI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 

HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA 

1       1 

423 VERIFIKATOR KEUANGAN D-III KEUANGAN / D-III AKUNTANSI BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH VII 1       1 

424 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN BALAI KSDA KALIMANTAN BARAT-SEKSI KONSERVASI 
WILAYAH III 

1       1 

425 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN BALAI KSDA KALIMANTAN SELATAN-SEKSI KONSERVASI 
WILAYAH III 

1       1 

426 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN BALAI KSDA NUSA TENGGARA BARAT-SEKSI KONSERVASI 
WILAYAH I 

2       2 

427 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN BALAI KSDA SULAWESI TENGAH 1       1 

428 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH II 1       1 

429 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH III 2       2 
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430 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH IV 2       2 

431 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH IX 2       2 

432 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH V 2       2 

433 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH VI 1       1 

434 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH VII 1       1 

435 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH VIII 2       2 

436 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH X 2       2 

437 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XI 2       2 

438 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XII 2       2 

439 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XIV 1       1 

440 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XV 2       2 

441 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I MEDAN 2       2 

442 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH III 
PONTIANAK 

1       1 

443 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IX AMBON 2       2 

444 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH V 
BANJARBARU 

1       1 

445 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VI MANADO 1       1 

446 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII 
MAKASSAR 

1       1 

447 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH X JAYAPURA 2       2 

448 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIV KUPANG 1       1 

449 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVI PALU 2       2 

450 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVII 
MANOKWARI 

2       2 

451 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XX BANDAR 
LAMPUNG 

2       2 

452 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 

KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI BESAR KSDA NUSA TENGGARA TIMUR 4       4 

453 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 

HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 

PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 
KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI BESAR KSDA PAPUA 1     1 2 

454 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 
KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI BESAR KSDA PAPUA BARAT 3     1 4 



29 

 

NO NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN UNIT KERJA PENEMPATAN 

JENIS KEBUTUHAN CPNS 

UMUM CUMLAUDE 
PENYANDANG 
DISABILITIAS 

PUTRA/I 
PAPUA-PAPUA 

BARAT 
TOTAL 

455 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 

KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI BESAR KSDA SULAWESI SELATAN 2       2 

456 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 

HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 

PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 
KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI BESAR KSDA SUMATERA UTARA 2       2 

457 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 

KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BETUNG KERIHUN DAN 
DANAU SENTARUM 

3       3 

458 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 

HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 

PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 
KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN 1       1 

459 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 
KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER 1       1 

460 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 

KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT 1       1 

461 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 

HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 

PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 
KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI BESAR TAMAN NASIONAL TELUK CENDERAWASIH 1       1 

462 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 

KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI KSDA BALI 2       2 

463 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 

HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 

PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 
KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI KSDA BENGKULU 1       1 

464 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 
KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI KSDA DKI JAKARTA 1       1 

465 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 

KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI KSDA JAMBI 1       1 

466 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 

HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 

PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 
KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI KSDA KALIMANTAN BARAT-SEKSI KONSERVASI 

WILAYAH I 

2       2 

467 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 

KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI KSDA KALIMANTAN SELATAN-SEKSI KONSERVASI 
WILAYAH I 

1       1 

468 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 

HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 

PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 
KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI KSDA KALIMANTAN TENGAH 2       2 

469 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 
KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI KSDA KALIMANTAN TIMUR 1       1 

470 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 

KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI KSDA MALUKU 3       3 

471 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 

HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 

PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 
KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI KSDA NUSA TENGGARA BARAT-SEKSI KONSERVASI 

WILAYAH III 

1       1 

472 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 

KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI KSDA SULAWESI UTARA 1       1 
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473 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 

KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI KSDA SUMATERA SELATAN 2       2 

474 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 

HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 

PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 
KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI TAMAN NASIONAL AKETAJAWE LOLOBATA 3       3 

475 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 

KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO 1       1 

476 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 

HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 

PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 
KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT 3       3 

477 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 
KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG 1       1 

478 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 

KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI TAMAN NASIONAL BATANG GADIS 2       2 

479 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 

HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 

PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 
KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI TAMAN NASIONAL BOGANI NANI WARTABONE 1       1 

480 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 
KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT BAKA - BUKIT RAYA 2       2 

481 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 

KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH 1       1 

482 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 

HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 

PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 
KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN 1       1 

483 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 

KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK 1       1 

484 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 

HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 

PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 
KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG PALUNG 2       2 

485 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 
KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI 2       2 

486 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 

KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG 1       1 

487 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 

HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 

PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 
KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU 2       2 

488 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 

KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI TAMAN NASIONAL KEPULAUAN TOGEAN 2       2 

489 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 

HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 

PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 
KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO 3       3 

490 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 
KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI TAMAN NASIONAL MANUPEU TANAH DARU DAN 
LAIWANGI WANGGAMETI 

3       3 
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NO NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN UNIT KERJA PENEMPATAN 

JENIS KEBUTUHAN CPNS 

UMUM CUMLAUDE 
PENYANDANG 
DISABILITIAS 

PUTRA/I 
PAPUA-PAPUA 

BARAT 
TOTAL 

491 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 

KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI TAMAN NASIONAL MANUSELA 2       2 

492 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 

HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 

PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 
KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI 3       3 

493 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 

KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI TAMAN NASIONAL SEBANGAU 1       1 

494 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 

HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 

PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 
KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE 2       2 

495 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 
KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI TAMAN NASIONAL TAMBORA 2       2 

496 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 

KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING 1       1 

497 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 

HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 

PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 
KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI TAMAN NASIONAL TESSO NILLO 1       1 

498 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 
KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI TAMAN NASIONAL WAKATOBI 3       3 

499 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 
HUTAN 

SMK KEHUTANAN / SMK PERTANIAN / SMK 
PERKEBUNAN / SMK PERIKANAN / SMK 

KELAUTAN / SMK PETERNAKAN 

BALAI TAMAN NASIONAL WASUR 2     1 3 

500 PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM 

HUTAN 

SMK PERTANIAN / SMK KEHUTANAN BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBAKARAN 

HUTAN DAN LAHAN WILAYAH MALUKU PAPUA 

2       2 

501 PEMULA - POLISI KEHUTANAN SMK KEHUTANAN BALAI BESAR KSDA NUSA TENGGARA TIMUR 3       3 

502 PEMULA - POLISI KEHUTANAN SMK KEHUTANAN BALAI BESAR KSDA PAPUA 1     1 2 

503 PEMULA - POLISI KEHUTANAN SMK KEHUTANAN BALAI BESAR KSDA PAPUA BARAT 3     1 4 

504 PEMULA - POLISI KEHUTANAN SMK KEHUTANAN BALAI BESAR KSDA SULAWESI SELATAN 2       2 

505 PEMULA - POLISI KEHUTANAN SMK KEHUTANAN BALAI BESAR KSDA SUMATERA UTARA 2       2 

506 PEMULA - POLISI KEHUTANAN SMK KEHUTANAN BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BETUNG KERIHUN DAN 

DANAU SENTARUM 

2       2 

507 PEMULA - POLISI KEHUTANAN SMK KEHUTANAN BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN 1       1 

508 PEMULA - POLISI KEHUTANAN SMK KEHUTANAN BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER 1       1 

509 PEMULA - POLISI KEHUTANAN SMK KEHUTANAN BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT 1       1 

510 PEMULA - POLISI KEHUTANAN SMK KEHUTANAN BALAI BESAR TAMAN NASIONAL LORE LINDU 4       4 

511 PEMULA - POLISI KEHUTANAN SMK KEHUTANAN BALAI BESAR TAMAN NASIONAL TELUK CENDERAWASIH 1       1 

512 PEMULA - POLISI KEHUTANAN SMK KEHUTANAN BALAI KSDA BALI 2       2 

513 PEMULA - POLISI KEHUTANAN SMK KEHUTANAN BALAI KSDA BENGKULU 1       1 

514 PEMULA - POLISI KEHUTANAN SMK KEHUTANAN BALAI KSDA DKI JAKARTA 2       2 

515 PEMULA - POLISI KEHUTANAN SMK KEHUTANAN BALAI KSDA JAMBI 1       1 

516 PEMULA - POLISI KEHUTANAN SMK KEHUTANAN BALAI KSDA KALIMANTAN BARAT 3       3 

517 PEMULA - POLISI KEHUTANAN SMK KEHUTANAN BALAI KSDA KALIMANTAN SELATAN 2       2 

518 PEMULA - POLISI KEHUTANAN SMK KEHUTANAN BALAI KSDA KALIMANTAN TIMUR 1       1 

519 PEMULA - POLISI KEHUTANAN SMK KEHUTANAN BALAI KSDA MALUKU 3       3 

520 PEMULA - POLISI KEHUTANAN SMK KEHUTANAN BALAI KSDA NUSA TENGGARA BARAT 3       3 

521 PEMULA - POLISI KEHUTANAN SMK KEHUTANAN BALAI KSDA SULAWESI TENGAH 1       1 

522 PEMULA - POLISI KEHUTANAN SMK KEHUTANAN BALAI KSDA SULAWESI TENGGARA 2       2 

523 PEMULA - POLISI KEHUTANAN SMK KEHUTANAN BALAI KSDA SULAWESI UTARA 1       1 



NO

524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545

546

547

548

549

550

551

NAMA JABATAN

PEMULA - POLISI KEHUTANAN
PEMULA - POLISI KEHUTANAN
PEMULA - POLISI KEHUTANAN
PEMULA - POLISI KEHUTANAN
PEMULA - POLISI KEHUTANAN
PEMULA - POLISI KEHUTANAN
PEMULA - POLISI KEHUTANAN
PEMULA - POLISI KEHUTANAN
PEMULA - POLISI KEHUTANAN
PEMULA - POLISI KEHUTANAN
PEMULA - POLISI KEHUTANAN
PEMULA - POLISI KEHUTANAN
PEMULA - POLISI KEHUTANAN
PEMULA - POLISI KEHUTANAN
PEMULA - POLISI KEHUTANAN
PEMULA - POLISI KEHUTANAN
PEMULA - POLISI KEHUTANAN
PEMULA - POLISI KEHUTANAN
PEMULA - POLISI KEHUTANAN
PEMULA - POLISI KEHUTANAN
PEMULA - POLISI KEHUTANAN
PEMULA - POLISI KEHUTANAN

PEMULA - POLISI KEHUTANAN

PEMULA - POLISI KEHUTANAN

PEMULA - POLISI KEHUTANAN

PEMULA - POLISI KEHUTANAN

PEMULA - POLISI KEHUTANAN

PEMULA - POLISI KEHUTANAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

SMK KEHUTANAN
SMK KEHUTANAN
SMK KEHUTANAN
SMK KEHUTANAN
SMK KEHUTANAN
SMK KEHUTANAN
SMK KEHUTANAN
SMK KEHUTANAN
SMK KEHUTANAN
SMK KEHUTANAN
SMK KEHUTANAN
SMK KEHUTANAN
SMK KEHUTANAN
SMK KEHUTANAN
SMK KEHUTANAN
SMK KEHUTANAN
SMK KEHUTANAN
SMK KEHUTANAN
SMK KEHUTANAN
SMK KEHUTANAN
SMK KEHUTANAN
SMK KEHUTANAN

SMK KEHUTANAN

SMK KEHUTANAN

SMK KEHUTANAN

SMK KEHUTANAN

SMK KEHUTANAN

SMK KEHUTANAN

UNIT KERJA PENEMPATAN

BALAI TAMAN NASIONAL AKETAJAWE LOLOBATA
BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO
BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT
BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN
BALAI TAMAN NASIONAL BOGANI NANI WARTABONE
BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT DUA BELAS
BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK
BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG RIN3ANI
BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU
BALAI TAMAN NASIONAL KEPULAUAN SERIBU
BALAI TAMAN NASIONAL KEPULAUAN TOGEAN
BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO
BALAI TAMAN NASIONAL LORENTZ
BALAI TAMAN NASIONAL MANUSELA
BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI
BALAI TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI
BALAI TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE
BALAI TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING
BALAI TAMAN NASIONAL TESSO NILLO
BALAI TAMAN NASIONAL WAKATOBI
BALAI TAMAN NASIONAL WASUR
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA
TENGGARA
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU PAPUA
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA
BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN WILAYAH SULAWESI
BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN WILAYAH SUMATERA

JENIS KEBUTUHAN CPNS

UMUM

3
2
3
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
2
3
3
3

2

3

3

3

4

8

CUMLAUDE PENYANDANG
DISABILITIAS

PUTRA/I
PAPUA-PAPUA

BARAT

1

TOTAL

3
2
3
2
1
1
2
2
1
1
1
2
3
1
2
2
2
1
2
3
3
3

2

3

3

3

4

8
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Lampiran 2 Pengumuman Sekretaris Jenderal 

Nomor  : PG.1/SETJEN/ROPEG/PEG.0/6/2021 

Tanggal : 29 Juni 2021 

Tentang Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021 

 

KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PADA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA  

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2021 

NO NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN UNIT KERJA PENEMPATAN  FORMASI PPPK 

TOTAL 168 

1 AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN S-1 KEHUTANAN BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBAKARAN HUTAN 
DAN LAHAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA 

2 

2 AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN S-1 KEHUTANAN BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBAKARAN HUTAN 
DAN LAHAN WILAYAH SULAWESI 

1 

3 AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN S-1 KEHUTANAN / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 PERTANIAN 
/ S-1 BIOLOGI 

BALAI TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG 2 

4 AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PENYULUH KEHUTANAN / S-1 
AGROBISNIS / S-1 PETERNAKAN / S-1 TANAMAN PANGAN / 
S-1 BIOLOGI / S-1 HORTIKULTURA 

BALAI BESAR KSDA PAPUA 2 

5 AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PENYULUH KEHUTANAN / S-1 
AGROBISNIS / S-1 PETERNAKAN / S-1 TANAMAN PANGAN / 
S-1 BIOLOGI / S-1 HORTIKULTURA 

BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER 1 

6 AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PENYULUH KEHUTANAN / S-1 
AGROBISNIS / S-1 PETERNAKAN / S-1 TANAMAN PANGAN / 
S-1 BIOLOGI / S-1 HORTIKULTURA 

BALAI KSDA SULAWESI TENGGARA 2 

7 AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PENYULUH KEHUTANAN / S-1 
AGROBISNIS / S-1 PETERNAKAN / S-1 TANAMAN PANGAN / 
S-1 BIOLOGI / S-1 HORTIKULTURA 

BALAI TAMAN NASIONAL AKETAJAWE LOLOBATA 1 

8 AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PENYULUH KEHUTANAN / S-1 
AGROBISNIS / S-1 PETERNAKAN / S-1 TANAMAN PANGAN / 
S-1 BIOLOGI / S-1 HORTIKULTURA 

BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG 1 

9 AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PENYULUH KEHUTANAN / S-1 
AGROBISNIS / S-1 PETERNAKAN / S-1 TANAMAN PANGAN / 
S-1 BIOLOGI / S-1 HORTIKULTURA 

BALAI TAMAN NASIONAL BOGANI NANI WARTABONE 2 

10 AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PENYULUH KEHUTANAN / S-1 
AGROBISNIS / S-1 PETERNAKAN / S-1 TANAMAN PANGAN / 
S-1 BIOLOGI / S-1 HORTIKULTURA 

BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU 1 

11 AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PENYULUH KEHUTANAN / S-1 
AGROBISNIS / S-1 PETERNAKAN / S-1 TANAMAN PANGAN / 
S-1 BIOLOGI / S-1 HORTIKULTURA 

BALAI TAMAN NASIONAL TESSO NILLO 1 

12 AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PENYULUH KEHUTANAN / S-1 
AGROBISNIS / S-1 PETERNAKAN / S-1 TANAMAN PANGAN / 
S-1 BIOLOGI / S-1 HORTIKULTURA 

BALAI TAMAN NASIONAL WAKATOBI 1 

13 AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERIKANAN / S-1 PERTANIAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN BOGOR 1 
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NO NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN UNIT KERJA PENEMPATAN  FORMASI PPPK 

14 AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN S-1 KEHUTANAN / S-1 PERIKANAN / S-1 PERTANIAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN SAMARINDA 1 

15 AHLI PERTAMA - SURVEYOR PEMETAAN S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 GEOGRAFI / S-1 
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH 

DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL 6 

16 AHLI PERTAMA - SURVEYOR PEMETAAN S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 GEOGRAFI / S-1 
PLANOLOGI / S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH 

DIREKTORAT PEMULIHAN KONTAMINASI DAN TANGGAP DARURAT 
LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA 

1 

17 AHLI PERTAMA - SURVEYOR PEMETAAN S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 GEOGRAFI / S-1 
PLANOLOGI / S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH 

DIREKTORAT PENANGANAN KONFLIK, TENURIAL DAN HUTAN ADAT 4 

18 AHLI PERTAMA - SURVEYOR PEMETAAN S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 GEOGRAFI / S-1 
PLANOLOGI / S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH 

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA 
LINGKUNGAN 

3 

19 AHLI PERTAMA - SURVEYOR PEMETAAN S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 GEOGRAFI / S-1 
PLANOLOGI / S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH V BANJARBARU 2 

20 AHLI PERTAMA - SURVEYOR PEMETAAN S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 GEOGRAFI / S-1 
PLANOLOGI / S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VI MANADO 1 

21 AHLI PERTAMA - SURVEYOR PEMETAAN S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 GEOGRAFI / S-1 
PLANOLOGI / S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII MAKASSAR 1 

22 AHLI PERTAMA - SURVEYOR PEMETAAN S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 GEOGRAFI / S-1 
PLANOLOGI / S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XX BANDAR 
LAMPUNG 

1 

23 AHLI PERTAMA - SURVEYOR PEMETAAN S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 GEOGRAFI / S-1 
PLANOLOGI / S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI 
PALANGKARAYA 

1 

24 AHLI PERTAMA - SURVEYOR PEMETAAN S-1 KEHUTANAN / S-1 GEODESI / S-1 GEOGRAFI / S-1 
PLANOLOGI / S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH 

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXII KENDARI 2 

25 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN PEKANBARU 1 

26 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI BESAR KSDA NUSA TENGGARA TIMUR 3 

27 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI BESAR KSDA PAPUA 6 

28 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI BESAR KSDA PAPUA BARAT 8 

29 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI BESAR KSDA RIAU 1 

30 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI BESAR KSDA SULAWESI SELATAN 4 

31 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BETUNG KERIHUN DAN DANAU 
SENTARUM 

2 

32 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN 2 

33 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER 1 

34 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI BESAR TAMAN NASIONAL LORE LINDU 3 

35 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI BESAR TAMAN NASIONAL TELUK CENDERAWASIH 12 

36 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI KSDA BALI 2 

37 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI KSDA JAMBI 3 

38 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI KSDA KALIMANTAN BARAT 2 

39 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI KSDA KALIMANTAN TIMUR 1 

40 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI KSDA SULAWESI TENGAH 2 

41 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI KSDA SULAWESI TENGGARA 1 

42 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI KSDA SUMATERA BARAT 1 

43 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI TAMAN NASIONAL AKETAJAWE LOLOBATA 3 

44 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT 2 

45 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG 1 

46 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI TAMAN NASIONAL BATANG GADIS 2 

47 TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN D-III KEHUTANAN BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT BAKA - BUKIT RAYA 2 



NO

48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58
59
60
61
62
63
64
65

66

67

NAMA JABATAN

TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN
TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN
TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN
TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN
TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN
TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN
TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN
TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN
TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN

TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN
TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN
TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN
TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN
TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN
TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN
TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN
TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN
TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN

TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN

TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

D-III KEHUTANAN
D-III KEHUTANAN
D-III KEHUTANAN
D-III KEHUTANAN
D-III KEHUTANAN
D-III KEHUTANAN
D-III KEHUTANAN
D-III KEHUTANAN
D-III KEHUTANAN

D-III KEHUTANAN
D-III KEHUTANAN
D-III KEHUTANAN
D-III KEHUTANAN
D-III KEHUTANAN
D-III KEHUTANAN
D-III KEHUTANAN
D-III KEHUTANAN
D-III KEHUTANAN

D-III KEHUTANAN

D-III KEHUTANAN / D-III GEODESI / D-III GEOGRAFI / D-
III PLANOLOGI / D-III PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM
INFORMASI GEOGRAFIS

UNIT KERJA PENEMPATAN

BALAI TAMAN NASIONAL BUKITTIGA PULUH
BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG PALUNG
BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI
BALAI TAMAN NASIONAL KAY AN MENTARANG
BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU
BALAI TAMAN NASIONAL KEPULAUAN TOGEAN
BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO
BALAI TAMAN NASIONAL LORENTZ
BALAI TAMAN NASIONAL MANUPEU TANAH DARU DAN LAIWANGI
WANGGAMETI
BALAI TAMAN NASIONAL MANUSELA
BALAI TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI
BALAI TAMAN NASIONAL SEBANGAU
BALAI TAMAN NASIONAL SIBERUT
BALAI TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE
BALAI TAMAN NASIONAL TAMBORA
BALAI TAMAN NASIONAL WAKATOBI
BALAI TAMAN NASIONAL WASUR
BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN WILAYAH KALIMANTAN
BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN WILAYAH SUMATERA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI
PALANGKARAYA

FORMASI PPPK

1
1
1
2
2
4
3
4
1

2
3
1
1
2
3
2
5

15

8

1

etaris Jenderal,

f Bambang Hendroyono, M.M.
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Lampiran 3 Pengumuman Sekretaris Jenderal 
Nomor  : PG.1/SETJEN/ROPEG/PEG.0/6/2021 
Tanggal : 29 Juni 2021 
Tentang Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Formasi Tahun 2021 
 

KETENTUAN BAGI PELAMAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)  

PADA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA  

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2021 

  

I. Kriteria Pelamar 

Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukan bagi pelamar dengan kriteria: 

a. Kebutuhan khusus Cumlaude, yaitu pelamar yang merupakan lulusan dari 

perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “dengan 

pujian”/cumlaude dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan 

program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan 

dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Sedangkan pelamar yang 

merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada 

kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan 

pujian”/cumlaude, setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan 

yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/cumlaude dari 

kementerian yang menyelenggarakaan urusan pemerintahan di bidang 

pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 

b. Kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas, yaitu pelamar penyandang disabilitas 

dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit 

pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; 

dan menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari 

pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.  

c. Kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat, yaitu pelamar dengan 

kriteria berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak atau ibu asli Papua/Papua 

Barat), dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang 

bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala 

Suku. 

d. Kebutuhan Umum, yaitu pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana 

huruf a, b dan c di atas. 
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II. Persyaratan Umum 

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar 

menjadi CPNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh 

lima) tahun pada saat melamar; 

2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (Surat Keterangan Catatan 

Kepolisian (SKCK) wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada 

pengumuman kelulusan akhir); 

3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau 

tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat 

sebagai pegawai swasta; 

4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; 

6. Sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat jasmani dan rohani wajib 

dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir); 

7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan 

8. Bebas dari narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya (surat 

keterangan bebas narkoba/NAPZA wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan 

lulus pada pengumuman kelulusan akhir). 

III. Persyaratan Khusus 

1. Kualifikasi Pendidikan: 

a. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

harus memiliki ijazah SMK yang terdaftar di kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, 

ilmu pengetahuan, dan teknologi; 

b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari 

perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi 

pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan 

Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan 

pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis 

pada ijazah; dan 
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c. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang 

telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan 

teknologi. 

d. Daftar program studi yang dibutuhkan dan dapat melamar pada formasi CPNS 

sebagaimana tercantum pada Lampiran 5. 

2. Persyaratan nilai: 

a. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan, nilai rata-rata yang tercantum 

dalam daftar/transkrip nilai (bukan nilai Ujian Nasional) minimal 7 (tujuh); 

b. Lulusan DIII dan S1, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua 

koma tujuh lima) dari skala 4 (empat); dan 

c. Lulusan S2, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,50 (tiga koma lima 

nol) dari skala 4 (empat). 

3. Kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan 

pujian”/cumlaude dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri, dapat dilamar 

dengan persyaratan sebagai berikut: 

a. Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri 

dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/cumlaude dan berasal dari 

perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi 

terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan 

tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan 

b. Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat 

melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat 

“dengan pujian”/cumlaude, setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan 

surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara 

“dengan pujian”/cumlaude dari kementerian yang menyelenggarakaan 

urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, 

dan teknologi. 

4. Kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas dapat dilamar oleh: 

a. Pelamar penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari 

dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan 

derajat kedisabilitasannya; dan 

b. Pelamar menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari 

pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar. 

5. Kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat dapat dilamar 

dengan ketentuan sebagai berikut: 
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a. Pelamar dengan kriteria berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak atau 

ibu asli Papua/Papua Barat); dan 

b. Dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang 

bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala 

Desa/Kepala Suku. 

6. Kebutuhan umum dapat dilamar oleh pelamar yang tidak termasuk ketentuan 

sebagaimana angka 3, 4 dan 5 di atas.  

7. Bagi lulusan Perguruan Tinggi di Luar Negeri, harus melampirkan dokumen 

bukti Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dari 

kementerian yang menyelenggarakaan urusan pemerintahan di bidang 

pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi (sebagai pengganti 

Akreditasi dari BAN-PT) disertai dengan konversi IPK ke dalam skala 4 (empat) 

dan pelamar kebutuhan khusus Cumlaude melampirkan surat keterangan yang 

menyatakan predikat kelulusannya setara dengan Cumlaude; 

8. Khusus pelamar pada jabatan Dokter harus memiliki Surat Tanda Registrasi 

(STR)/bukan internship yang masih berlaku pada saat pendaftaran, 

yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR. 

9. Khusus pelamar pada formasi jabatan Polisi Kehutanan memiliki persyaratan 

tambahan sebagai berikut: 

a. Memiliki tinggi badan minimal 165 cm (untuk laki-laki) dan 160 cm (untuk 

perempuan) dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) ideal; dan 

b. Tidak buta warna, tidak berkaca mata (minus/plus) dan tidak cacat badan 

yang dibuktikan melalui surat keterangan dari dokter pemerintah dan 

disampaikan pada saat pelaksanaan tes kesamaptaan; dan 

c. Tidak pernah mengalami patah tulang yang dibuktikan dengan hasil rontgen 

seluruh badan dan disampaikan pada saat peserta mengikuti 

pemberkasan/dinyatakan lulus seleksi. 

Akan dilakukan pengukuran dan pengecekan langsung oleh panitia. 

IV. Tata Cara Pendaftaran 

1. Pelamar wajib memiliki alamat email dan nomer handphone yang aktif untuk 

mengikuti proses Pengadaan CPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Tahun Anggaran 2021; 

2. Pendaftaran secara online melalui website https://sscasn.bkn.go.id dan 

mengikuti tata cara pendaftaran (harap dibaca dengan cermat) di website 

tersebut; 
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3. Pada butir 2 (dua) agar diperhatikan dengan seksama bahwa pelamar hanya 

diperkenankan memilih 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan yang 

sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan di Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; 

4. Pelamar menggunggah dokumen asli dalam bentuk digital (hasil scan 

berwarna dan wajib terbaca dengan jelas) melalui website 

https://sscasn.bkn.go.id pada saat pendaftaran, meliputi: 

a. Surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan dengan diketik (tidak ditulis tangan) dan ditandatangani oleh 

pelamar di atas materai Rp. 10.000 sesuai dengan format yang sudah 

ditentukan sebagaimana Lampiran 6; 

b. Asli Surat Pernyataan dengan diketik (tidak ditulis tangan) dan ditandatangani 

oleh pelamar di atas materai Rp. 10.000 sesuai dengan format yang sudah 

ditentukan sebagaimana Lampiran 8; 

c. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Surat Keterangan 

telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil; 

d. Pas foto terbaru berpakaian formal dengan latar belakang berwarna merah; 

e. Asli Ijazah/fotocopy Ijazah dilegalisir (Surat Keterangan Lulus tidak 

berlaku); 

f. Asli Transkrip Nilai/fotocopy Transkrip Nilai dilegalisir; 

g. Surat keterangan/sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program 

Studi dari BAN-PT/Perguruan Tinggi pada saat yang bersangkutan lulus; 

h. Dokumen tambahan lainnya: 

1) Pelamar pada kebutuhan khusus Cumlaude harus melampirkan asli 

Surat Keterangan lulus Cumlaude/dengan pujian jika tidak tercantum 

pada ijazah. 

2) Pelamar pada kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas harus 

melampirkan: 

a) Asli Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas 

yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan 

b) Pelamar menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan 

sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang 

akan dilamar. 

3) Pelamar pada kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua 

Barat harus melampirkan: 

a) Asli Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir; dan 
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b) Asli Surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku yang menjelaskan 

bahwa pelamar merupakan asli keturunan Papua/Papua Barat. 

4) Khusus pelamar lulusan luar negeri harus melampirkan dokumen 

asli bukti Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar 

Negeri dari kementerian yang menyelenggarakaan urusan pemerintahan 

di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi 

(sebagai pengganti Akreditasi dari BAN-PT) disertai dengan konversi 

IPK ke dalam skala 4 (empat) dan pelamar kebutuhan khusus Cumlaude 

melampirkan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya 

setara dengan Cumlaude. 

5) Khusus pelamar pada formasi jabatan Polisi Kehutanan harus 

melampirkan Surat Pernyataan tinggi badan, tidak buta warna, tidak 

berkaca mata (minus/plus), tidak cacat badan dan tidak pernah 

mengalami patah tulang yang ditandatangi oleh pelamar di atas materai 

Rp. 10.000,- dan orang tua/wali sesuai dengan format yang sudah 

ditentukan sebagaimana Lampiran 9;  

6) Khusus pelamar pada formasi jabatan Dokter Umum harus 

melampirkan asli Surat Tanda Registrasi (STR)/bukan internship 

yang masih berlaku pada saat pendaftaran, yang dibuktikan dengan 

tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR. 

5. Pelamar yang menyampaikan dokumen pendaftaran tidak memenuhi syarat akan 

dinyatakan tidak lulus/gugur. 

V. Pelaksanaan Seleksi  

1. Seleksi CPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 

2021 terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi: 

a. Seleksi Administrasi; 

b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), bobot 40% dari nilai total kelulusan 

dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT), yang terdiri dari : 

1) Tes Wawasan Kebangsaan, 

2) Tes Intelegensia Umum, dan 

3) Tes Karakteristik Pribadi. 

Bobot penilaian dari masing-masing materi tes diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), bobot 60% dari nilai kelulusan yang 

terdiri dari : 
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1) Tes Substansi Bidang Tugas dengan menggunakan CAT, untuk semua 

formasi Jabatan, dan 

2) Khusus untuk formasi Jabatan Polisi Kehutanan ditambah Tes 

Kesamaptaan (lari ketahanan selama 12 menit, sprint sejauh 100 meter, 

push up selama 1 menit, sit up selama 1 menit dan shuttle run dengan 

jarak 3 x 10 meter). 

2. Lokasi pelaksanaan seleksi dapat dipilih oleh pelamar pada saat melakukan 

pendaftaran online dan keputusan akhirnya ditetapkan oleh Panitia dan bersifat 

mengikat. Lokasi pelaksanaan seleksi direncanakan akan dilaksanakan di 33 (tiga 

puluh tiga) lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran 11; 

3. Seleksi administrasi dilakukan terhadap pelamar yang telah melakukan 

pendaftaran secara online serta mengunggah dokumen pendaftaran dan 

memenuhi seluruh persyaratan; 

4. Hasil seleksi administrasi, jadwal pelaksanaan SKD dan SKB akan diumumkan 

lebih lanjut melalui website http://ropeg.menlhk.go.id dan website lain yang 

ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi; 

5. Seleksi Administrasi dan SKD dilakukan dengan sistem gugur; dan 

6. Peserta yang tidak hadir dalam pelaksanaan SKD maupun SKB dinyatakan 

gugur/mengundurkan diri. 

VI. Penentuan Kelulusan dan Pengumuman Hasil Seleksi 

1. Hanya pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi yang berhak mengikuti 

SKD. 

2. Kelulusan SKD didasarkan pada nilai passing grade yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

3. Peserta SKB adalah peserta yang lulus SKD dan secara peringkat tidak melebihi 

3 (tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan pada formasi jabatan tersebut. 

4. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB dengan 

bobot SKD 40% dan SKB 60%. 

5. Keputusan panitia dalam hal kelulusan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu 

gugat. 

6. Pengumuman hasil seleksi pada setiap tahapan akan diumumkan melalui website 

http://ropeg.menlhk.go.id. 

VII. Ketentuan Lain 

1. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus akhir wajib membuat surat 

pernyataan bersedia mengabdi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan 



Kehutanan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-

kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak ditetapkan sebagai Pegawai Negeri

Sipil (PNS);

2. Dalam hal pelamar sudan diangkat menjadi PNS dan tetap mengajukan pindah

sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu), yang bersangkutan dianggap

mengundurkan diri.

,4 -̂. If. Bambang Hendroyono, M.M.
NIP. 19640930 198903 1 001
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Lampiran 4 Pengumuman Sekretaris Jenderal 
Nomor  : PG.1/SETJEN/ROPEG/PEG.0/6/2021 
Tanggal : 29 Juni 2021 
Tentang Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Formasi Tahun 2021 
 

KETENTUAN BAGI PELAMAR FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN 

PERJANJIAN KERJA (PPPK) PADA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA  

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2021 

  

I. Persyaratan Umum 

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar 

menjadi PPPK untuk Jabatan Fungsional dengan memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) 

tahun pada saat melamar; 

2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; 

3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau 

tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara 

Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau 

diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; 

4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; 

5. Sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat jasmani dan rohani wajib 

dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir); 

6. Bebas dari narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya (surat 

keterangan bebas narkoba/NAPZA wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan 

lulus pada pengumuman kelulusan akhir); dan 

7. Wajib memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang 

relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar.  

II. Persyaratan Khusus 

1. Daftar program studi yang dibutuhkan dan dapat melamar pada formasi PPPK 

sebagaimana tercantum pada Lampiran 5. 

2. Persyaratan nilai : 

a. Lulusan DIII, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh 

lima) dari skala 4 (empat); dan 
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b. Lulusan S1, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh 

lima) dari skala 4 (empat). 

III. Tata Cara Pendaftaran 

1. Pelamar wajib memiliki alamat email dan nomer handphone yang aktif untuk 

mengikuti proses pengadaan PPPK Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Tahun Anggaran 2021; 

2. Pendaftaran secara online melalui website https://sscasn.bkn.go.id dan 

mengikuti tata cara pendaftaran (harap dibaca dengan cermat) di website 

tersebut; 

3. Pada butir 2 (dua) agar diperhatikan dengan seksama bahwa pelamar hanya 

diperkenankan memilih 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan yang 

sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan di Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; 

4. Pelamar menggunggah dokumen asli dalam bentuk digital (hasil scan 

berwarna dan wajib terbaca dengan jelas) melalui website 

https://sscasn.bkn.go.id pada saat pendaftaran, meliputi : 

a. Surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan dengan diketik (tidak ditulis tangan) dan ditandatangani oleh 

pelamar di atas materai Rp. 10.000 sesuai dengan format yang sudah 

ditentukan sebagaimana Lampiran 7; 

b. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau surat keterangan 

telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil; 

c. Pas foto terbaru berpakaian formal dengan latar belakang berwarna merah; 

d. Asli Ijazah/fotocopy Ijazah dilegalisir (Surat Keterangan Lulus tidak 

berlaku); 

e. Asli Transkrip Nilai/fotocopy Transkrip Nilai dilegalisir; 

f. Asli Surat Keterangan yang menyatakan bahwa memiliki pengalaman paling 

singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja penyuluhan kehutanan bagi 

pelamar pada Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan atau di 

bidang kerja survey pemetaan bagi pelamar Jabatan Fungsional 

Surveyor Pemetaan, yang ditandatangi oleh: 

1) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang 

memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan  

2) Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya 

Manusia (Human Resource Development), bagi pelamar yang memiliki 
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pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/Lembaga swadaya 

nonpemerintah/yayasan. 

Menggunakan format Surat Keterangan sebagaimana Lampiran 10. 

g. Khusus pelamar lulusan luar negeri harus melampirkan dokumen bukti 

Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dari 

kementerian yang menyelenggarakaan urusan pemerintahan di bidang 

pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi disertai dengan 

konversi IPK ke dalam skala 4 (empat). 

5. Pelamar yang menyampaikan dokumen pendaftaran tidak memenuhi syarat akan 

dinyatakan tidak lulus/gugur. 

IV. Pelaksanaan Seleksi  

1. Seleksi PPPK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 

2021 terdiri dari 2 (dua) tahap yang meliputi: 

a. Seleksi Administrasi; dan 

b. Seleksi Kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT), 

terdiri dari: 

1) Kompetensi Teknis; 

2) Kompetensi Manajerial; dan 

3) Kompetensi Sosio Kultural. 

2. Lokasi pelaksanaan seleksi dapat dipilih oleh pelamar pada saat melakukan 

pendaftaran online dan keputusan akhirnya ditetapkan oleh Panitia dan bersifat 

mengikat. Lokasi pelaksanaan seleksi direncanakan akan dilaksanakan di 33 (tiga 

puluh tiga) lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran 11; 

3. Seleksi administrasi dilakukan terhadap pelamar yang telah melakukan 

pendaftaran secara online serta mengunggah dokumen pendaftaran dan 

memenuhi seluruh persyaratan; 

4. Hasil seleksi administrasi dan jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi akan 

diumumkan lebih lanjut melalui website http://ropeg.menlhk.go.id dan website 

lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi; 

5. Seleksi pada setiap tahap dilakukan dengan sistem gugur; dan 

6. Peserta yang tidak hadir dalam pelaksanaan seleksi kompetensi 

gugur/mengundurkan diri. 

V. Penentuan Kelulusan dan Pengumuman Hasil Seleksi 

1. Hanya pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi yang berhak mengikuti 

seleksi kompetensi. 



2. Kelulusan seleksi kompetensi didasarkan pada nilai passing grade yang diatur

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi.

3. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil kelulusan seleksi kompetensi.

4. Keputusan panitia dalam hal kelulusan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu

gugat.

5. Pengumuman hasil seleksi pada tiap tahapan akan diumumkan melalui website

http://ropeg.menlhk.go.id.

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.
IP. 19640930 198903 1 001
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Lampiran 5 Pengumuman Sekretaris Jenderal 
Nomor : PG.1/SETJEN/ROPEG/PEG.0/6/2021 
Tanggal : 29 Juni 2021 
Tentang Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021 

 

DAFTAR PROGRAM STUDI YANG DIBUTUHKAN DAN DAPAT MELAMAR PADA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA 

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2021 

NO 
PROGRAM STUDI YANG 

DISYARATKAN 
PROGRAM STUDI YANG DIBUTUHKAN / DAPAT MELAMAR KETERANGAN 

1 SMK KEHUTANAN SMK KEHUTANAN   

2 SMK KELAUTAN SMK KELAUTAN   

3 SMK PERIKANAN SMK PERIKANAN   

4 SMK PERKEBUNAN SMK PERKEBUNAN   

5 SMK PERTANIAN SMK PERTANIAN    

6 SMK PETERNAKAN SMK PETERNAKAN   

7 D-III ADMINISTRASI NEGARA D-III ADMINISTRASI PUBLIK/D-III ADMINISTRASI NEGARA/D-III ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN 

  

8 D-III ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN 

D-III ADMINISTRASI PUBLIK/D-III ADMINISTRASI NEGARA/D-III ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN 

  

9 D-III ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN/D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN 
SEKRETARI/D-III KOMPUTERISASI PERKANTORAN DAN KESEKRETARIATAN 

  

10 D-III ADMINISTRASI PUBLIK D-III ADMINISTRASI PUBLIK/D-III ADMINISTRASI NEGARA/D-III ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN 

  

11 D-III AKUNTANSI D-III AKUNTANSI/D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI/D-III SISTEM INFORMASI 
AKUNTANSI 

  

12 D-III BIOLOGI D-III BIOLOGI   

13 D-III EKONOMI D-III EKONOMI/D-III EKONOMI TERAPAN/D-III EKONOMIKA TERAPAN//D-III 
MANAJEMEN/DIII-MANAJEMEN KEUANGAN/D-III MANAJEMEN PAJAK ATAU 
ADMINISTRASI PAJAK/D-III MANAJEMEN ASET/D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN 

  

14 D-III EKONOMI ADMINISTRASI 
KEUANGAN 

D-III EKONOMI ADMINISTRASI KEUANGAN/D-III MANAJEMEN/DIII-MANAJEMEN 
KEUANGAN/D-III MANAJEMEN PAJAK ATAU ADMINISTRASI PAJAK/D-III 
MANAJEMEN ASET/D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN 
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NO 
PROGRAM STUDI YANG 

DISYARATKAN 
PROGRAM STUDI YANG DIBUTUHKAN / DAPAT MELAMAR KETERANGAN 

15 D-III EKONOMI KEUANGAN D-III EKONOMI KEUANGAN/D-III MANAJEMEN/DIII-MANAJEMEN KEUANGAN/D-III 
MANAJEMEN PAJAK ATAU ADMINISTRASI PAJAK/D-III MANAJEMEN ASET/D-III 
PERBANKAN DAN KEUANGAN 

  

16 D-III GEODESI D-III TEKNIK GEODESI/D-III GEOMATIKA/D-III TEKNIK GEOMATIKA   

17 D-III GEOGRAFI D-III GEOGRAFI/D-III PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI 
GEOGRAFI/D-III SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GRAFIS/D-III SURVEI DAN 
PEMETAAN WILAYAH 

  

18 D-III HUBUNGAN MASYARAKAT D-III HUBUNGAN MASYARAKAT   

19 D-III HUKUM D-III HUKUM   

20 D-III ILMU KOMPUTER D-III ILMU KOMPUTER/D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI/D-III 
SISTEM INFORMASI/D-III TEKNOLOGI INFORMASI 

  

21 D-III KEHUTANAN D-III KEHUTANAN/D-III PENGELOLAAN HUTAN/D-III PENGELOLAAN HUTAN ALAM 
PRODUKSI/D-III PENGELOLAAN HASIL HUTAN/D-III PENGOLAHAN HASIL 
HUTAN/D-III TEKNOLOGI PRODUKSI KAYU/D-III BUDI DAYA TANAMAN HUTAN/D-
III EKOWISATA/D-III PENYULUHAN KEHUTANAN 

  

22 D-III KELAUTAN D-III KELAUTAN/D-III TEKNOLOGI KELAUTAN   

23 D-III KEPEGAWAIAN D-III KEPEGAWAIAN/D-III MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA   

24 D-III KEUANGAN D-III KEUANGAN/D-III MANAJEMEN/DIII-MANAJEMEN KEUANGAN/D-III 
MANAJEMEN PAJAK ATAU ADMINISTRASI PAJAK/D-III MANAJEMEN ASET/D-III 
PERBANKAN DAN KEUANGAN 

  

25 D-III KIMIA D-III KIMIA/D-III ANALISIS KIMIA/D-III PENGOLAHAN LIMBAH INDUSTRI KIMIA   

26 D-III KOMPUTER D-III KOMPUTER/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNOLOGI INFORMASI/D-III 
REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI/D-III TEKNOLOGI KOMPUTER 

  

27 D-III KOMPUTER APLIKASI D-III KOMPUTER APLIKASI/D-III ILMU KOMPUTER/D-III REKAYASA PERANGKAT 
LUNAK APLIKASI/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNOLOGI INFORMASI 

  

28 D-III KOMPUTERISASI 
AKUNTANSI 

D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI/D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI   

29 D-III KOMUNIKASI MASSA D-III KOMUNIKASI MASSA   
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NO 
PROGRAM STUDI YANG 

DISYARATKAN 
PROGRAM STUDI YANG DIBUTUHKAN / DAPAT MELAMAR KETERANGAN 

30 D-III LINGKUNGAN D-III PENGELOLAAN LINGKUNGAN/D-III PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN/D-
III TEKNOLOGI LINGKUNGAN/D-III KESEHATAN LINGKUNGAN/D-III KESEHATAN 
LINGKUNGAN/D-III PENGOLAHAN LIMBAH INDUSTRI/D-III TEKNIK DAN 
MANAJEMEN LINGKUNGAN/D-III MANAJEMEN LINGKUNGAN/D-III SANITASI 

  

31 D-III MANAJEMEN D-III MANAJEMEN/DIII-MANAJEMEN KEUANGAN/D-III MANAJEMEN PAJAK ATAU 
ADMINISTRASI PAJAK/D-III MANAJEMEN ASET/D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN 

TIDAK BERLAKU 
UNTUK MELAMAR 
PADA JABATAN 
TERAMPIL - 
PRANATA SUMBER 
DAYA MANUSIA 
APARATUR 

32 D-III MANAJEMEN D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA  BERLAKU UNTUK 
MELAMAR  PADA 
JABATAN 
TERAMPIL - 
PRANATA SUMBER 
DAYA MANUSIA 
APARATUR 

33 D-III MANAJEMEN DAN 
INFORMATIKA KOMPUTER 

D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNOLOGI INFORMASI   

34 D-III MANAJEMEN INFORMATIKA D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNOLOGI INFORMASI   

35 D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA 
MANUSIA 

D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA    

36 D-III MANAJEMEN TEKNIK 
INFORMATIKA 

D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNOLOGI INFORMASI   

37 D-III PENGINDERAAN JAUH DAN 
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 

D-III PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS/D-III SURVEY 
DAN PEMETAAN/D-III TEKNOLOGI GEOMATIKA/D-III TEKNOLOGI PENGINDERAAN 
JAUH 

  

38 D-III PERIKANAN D-III PERIKANAN/D-III BUDI DAYA IKAN/D-III PERIKANAN TANGKAP/D-III USAHA 
BUDI DAYA IKAN 

  

39 D-III PERTANIAN D-III PERTANIAN/D-III BUDI DAYA PERTANIAN LAHAN KERING/D-III BUDI DAYA 
TANAMAN HORTIKULTURA/D-III BUDI DAYA TANAMAN PANGAN/D-III BUDI DAYA 
TANAMAN PERKEBUNAN/D-III TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN/D-III TEKNOLOGI 

  



 

4 

NO 
PROGRAM STUDI YANG 

DISYARATKAN 
PROGRAM STUDI YANG DIBUTUHKAN / DAPAT MELAMAR KETERANGAN 

HASIL PERKEBUNAN/D-III AGRIBISNIS/D-III PENYULUHAN PERTANIAN 

40 D-III PLANOLOGI D-III PLANOLOGI   

41 D-III REKAYASA PERANGKAT 
LUNAK 

D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI/D-III KOMPUTER APLIKASI/D-III 
ILMU KOMPUTER/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNOLOGI INFORMASI 

  

42 D-III SISTEM INFORMASI D-III SISTEM INFORMASI/D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI/D-III 
KOMPUTER APLIKASI/D-III ILMU KOMPUTER/D-III TEKNOLOGI INFORMASI 

  

43 D-III SISTEM KOMPUTER D-III SISTEM KOMPUTER/D-III SISTEM INFORMASI/D-III REKAYASA PERANGKAT 
LUNAK APLIKASI/D-III KOMPUTER APLIKASI/D-III ILMU KOMPUTER/D-III 
TEKNOLOGI INFORMASI 

  

44 D-III TEKNIK INFORMATIKA D-III TEKNIK INFORMATIKA/D-III SISTEM KOMPUTER/D-III SISTEM 
INFORMASI/D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI/D-III KOMPUTER 
APLIKASI/D-III ILMU KOMPUTER/D-III TEKNOLOGI INFORMASI 

  

45 D-III TEKNIK KOMPUTER D-III TEKNIK KOMPUTER/D-III TEKNIK INFORMATIKA/D-III SISTEM 
KOMPUTER/D-III SISTEM INFORMASI/D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK 
APLIKASI/D-III KOMPUTER APLIKASI/D-III ILMU KOMPUTER/D-III TEKNOLOGI 
INFORMASI 

  

46 D-III TEKNIK LINGKUNGAN D-III TEKNIK LINGKUNGAN/D-III TEKNOLOGI LINGKUNGAN   

47 D-III TEKNOLOGI INFORMASI D-III TEKNOLOGI INFORMASI/D-III TEKNIK INFORMATIKA/D-III SISTEM 
KOMPUTER/D-III SISTEM INFORMASI/D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK 
APLIKASI/D-III KOMPUTER APLIKASI/D-III ILMU KOMPUTER 

  

48 D-III TEKNOLOGI KOMPUTER D-III TEKNOLOGI KOMPUTER/D-III TEKNOLOGI INFORMASI/D-III TEKNIK 
INFORMATIKA/D-III SISTEM KOMPUTER/D-III SISTEM INFORMASI/D-III 
REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI/D-III KOMPUTER APLIKASI/D-III ILMU 
KOMPUTER 

  

49 DOKTER UMUM DOKTER UMUM (PROFESI)   

50 S-1 ADMINISTRASI NEGARA S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 MANAJEMEN DAN 
KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 

  

51 S-1 ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN 

S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 MANAJEMEN 
DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 

  

52 S-1 ADMINISTRASI PUBLIK S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 ILMU 
ADMINISTRASI NEGARA 
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NO 
PROGRAM STUDI YANG 

DISYARATKAN 
PROGRAM STUDI YANG DIBUTUHKAN / DAPAT MELAMAR KETERANGAN 

53 S-1 AGRIBISNIS S-1 AGRIBISNIS   

54 S-1 AGROBISNIS S-1 AGROBISNIS   

55 S-1 AGRONOMI S-1 AGRONOMI   

56 S-1 AGROTEKNOLOGI S-1 AGROTEKNOLOGI/S-1 AGROEKOTEKNOLOGI   

57 S-1 AKUNTANSI S-1 AKUNTANSI/S-1 AKUNTANSI BISNIS   

58 S-1 AKUNTANSI KEUANGAN 
PUBLIK 

S-1 AKUNTANSI KEUANGAN PUBLIK/S-1 KEUANGAN PUBLIK   

59 S-1 AKUNTANSI PERPAJAKAN S-1 AKUNTANSI PERPAJAKAN   

60 S-1 BIOKIMIA S-1 BIOKIMIA   

61 S-1 BIOLOGI S-1 BIOLOGI/S-1 BIOLOGI TERAPAN/S-1 ENTOMOLOGI/S-1 MIKROBIOLOGI   

62 S-1 EKONOMI S-1 EKONOMI/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN/S-1 EKONOMI SUMBER DAYA   

63 S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN    

64 S-1 FARMASI S-1 FARMASI   

65 S-1 FISIKA S-1 FISIKA/S-1 GEOFISIKA   

66 S-1 GEODESI S-1 GEODESI/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA   

67 S-1 GEOFISIKA S-1 GEOFISIKA/S-1 TEKNIK GEOFISIKA/S-1 METEOROLOGI   

68 S-1 GEOGRAFI S-1 GEOGRAFI/S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN/S-1 SAINS INFORMASI GEOGRAFI/S-
1 GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN/S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN 
JAUH/S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH 

  

69 S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN   

70 S-1 GEOLOGI S-1 GEOLOGI   

71 S-1 HORTIKULTURA S-1 HORTIKULTURA   

72 S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL/S-1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL   

73 S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT/S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN/S-1 MANAJEMEN 
KOMUNIKASI 

  

74 S-1 HUKUM S-1 HUKUM/S-1 ILMU HUKUM   

75 S-1 ILMU BIOLOGI S-1 ILMU BIOLOGI/S-1 BIOLOGI/S-1 BIOLOGI TERAPAN/S-1 ENTOMOLOGI/S-1 
MIKROBIOLOGI 

  

76 S-1 ILMU BUDAYA S-1 ILMU BUDAYA/S-1 KAJIAN SASTRA DAN BUDAYA   
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NO 
PROGRAM STUDI YANG 

DISYARATKAN 
PROGRAM STUDI YANG DIBUTUHKAN / DAPAT MELAMAR KETERANGAN 

77 S-1 ILMU EKONOMI S-1 ILMU EKONOMI/S-1 EKONOMI/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN/S-1 EKONOMI 
SUMBER DAYA 

  

78 S-1 ILMU HUKUM S-1 HUKUM/S-1 ILMU HUKUM   

79 S-1 ILMU KIMIA S-1 ILMU KIMIA/S-1 KIMIA/S-1 BIOKIMIA   

80 S-1 ILMU KOMPUTER S-1 ILMU KOMPUTER/S-1 ILMU KOMPUTER ATAU INFORMATIKA/S-1 REKAYASA 
PERANGKAT LUNAK/S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER/S-1 SISTEM 
INFORMASI/S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI/S-1 TEKNOLOGI 
INFORMASI/S-1 TEKNIK INFORMATIKA 

  

81 S-1 ILMU KOMUNIKASI S-1 ILMU KOMUNIKASI/S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT/S-1 JURNALISTIK/S-1 
KOMUNIKASI PEMBANGUNAN/S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI/S-1 PERIKLANAN 

  

82 S-1 ILMU LINGKUNGAN S-1 ILMU LINGKUNGAN/S-1 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA 
LAHAN/S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN/S-1 GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN/S-
1 SANITASI LINGKUNGAN 

  

83 S-1 ILMU PEMERINTAHAN S-1 ILMU PEMERINTAHAN    

84 S-1 ILMU PERTANIAN S-1 ILMU PERTANIAN/S-1 AGRIBISNIS/S-1 AGRONOMI/S-1 ILMU PANGAN/S-1 
ILMU TANAH/S-1 PEMULIAAN TANAMAN/S-1 PROTEKSI TANAMAN/S-1 SOSIAL 
EKONOMI PERTANIAN/S-1 PERTANIAN BERKELANJUTAN 

  

85 S-1 ILMU POLITIK S-1 ILMU POLITIK   

86 S-1 ILMU RELIGI DAN BUDAYA S-1 ILMU RELIGI DAN BUDAYA/S-1 ILMU AGAMA DAN BUDAYA   

87 S-1 ILMU SOSIAL S-1 ILMU SOSIAL/S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL/S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL/S-1 
KESEJAHTERAAN SOSIAL 

  

88 S-1 ILMU TANAH S-1 ILMU TANAH   

89 S-1 JURNALISTIK S-1 JURNALISTIK   

90 S-1 KARTOGRAFI DAN 
PENGINDERAAN JAUH 

S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH/S-1 SAINS INFORMASI GEOGRAFI/S-
1 PENGINDERAAN JAUH 

  

91 S-1 KEDOKTERAN HEWAN S-1 KEDOKTERAN HEWAN/S-1 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN   

92 S-1 KEHUTANAN S-1 KEHUTANAN/S-1 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN HUTAN/S-1 REKAYASA 
KEHUTANAN/S-1 SILVIKULTUR/S-1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN/S-1 KONSERVASI 
SUMBER DAYA HUTAN/S-1 ILMU KEHUTANAN/S-1 BUDI DAYA HUTAN 

  

93 S-1 KELAUTAN S-1 KELAUTAN/S-1 ILMU ATAU SAINS KELAUTAN/S-1 OSEANOGRAFI   
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NO 
PROGRAM STUDI YANG 

DISYARATKAN 
PROGRAM STUDI YANG DIBUTUHKAN / DAPAT MELAMAR KETERANGAN 

94 S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN   

95 S-1 KESEHATAN MASYARAKAT S-1 KESEHATAN MASYARAKAT   

96 S-1 KETAHANAN NASIONAL S-1 KETAHANAN NASIONAL/S-1 STUDI PERTAHANAN   

97 S-1 KEUANGAN S-1 KEUANGAN/S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN   

98 S-1 KIMIA S-1 KIMIA/S-1 BIOKIMIA/S-1 ILMU KIMIA   

99 S-1 KOMUNIKASI S-1 KOMUNIKASI/S-1 ILMU KOMUNIKASI/S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT/S-1 
JURNALISTIK/S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN/S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI/S-
1 PERIKLANAN 

  

100 S-1 LINGKUNGAN S-1 LINGKUNGAN/S-1 ILMU LINGKUNGAN/S-1 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA LAHAN/S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN 

  

101 S-1 LINGKUNGAN HIDUP S-1 LINGKUNGAN HIDUP/S-1 ILMU LINGKUNGAN/S-1 MANAJEMEN ATAU 
PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN/S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN 

  

102 S-1 MANAJEMEN S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN KEUANGAN/S-1 ILMU ATAU SAINS 
MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN PAJAK ATAU ADMINISTRASI PAJAK 

TIDAK BERLAKU 
UNTUK MELAMAR 
PADA JABATAN 
AHLI PERTAMA - 
ANALIS SUMBER 
DAYA MANUSIA 
APARATUR 

103 S-1 MANAJEMEN S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA  BERLAKU UNTUK 
MELAMAR  PADA 
JABATAN AHLI 
PERTAMA - ANALIS 
SUMBER DAYA 
MANUSIA 
APARATUR 

104 S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN 
PUBLIK 

S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 
KEBIJAKAN PUBLIK 

  

105 S-1 MANAJEMEN HUTAN S-1 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN HUTAN   

106 S-1 MANAJEMEN KEUANGAN S-1 MANAJEMEN KEUANGAN/S-1 MANAJEMEN PAJAK ATAU ADMINISTRASI PAJAK   

107 S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA 
MANUSIA 

S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA   
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NO 
PROGRAM STUDI YANG 

DISYARATKAN 
PROGRAM STUDI YANG DIBUTUHKAN / DAPAT MELAMAR KETERANGAN 

108 S-1 MANAJEMEN SUMBERDAYA 
LAHAN 

S-1 MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN/S-1 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN 
SUMBERDAYA LAHAN 

  

109 S-1 MATEMATIKA S-1 MATEMATIKA   

110 S-1 MATERIAL SCIENCE S-1 MATERIAL SCIENCE/S-1 TEKNIK MATERIAL/S-1 TEKNIK METALURGI DAN 
MATERIAL 

  

111 S-1 PEMULIAAN TANAMAN S-1 PEMULIAAN TANAMAN   

112 S-1 PENGELOLAAN SUMBERDAYA 
ALAM DAN LINGKUNGAN 

S-1 PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN/S-1 MANAJEMEN ATAU 
PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM/S-1 KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM 

  

113 S-1 PENYULUH KEHUTANAN S-1 PENYULUH KEHUTANAN   

114 S-1 PERIKANAN S-1 PERIKANAN/S-1 ILMU PERIKANAN/S-1 AKUAKULTUR/S-1 MANAJEMEN ATAU 
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN/S-1 SUMBER DAYA AKUATIK/S-1 
TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN/S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN/S-1 BUDI DAYA 
PERAIRAN/S-1 AGROBISNIS PERIKANAN/S-1 PEMANFAATAN SUMBERDAYA 
PERIKANAN 

  

115 S-1 PERMINYAKAN S-1 PERMINYAKAN/S-1 TEKNIK ATAU REKAYASA PERMINYAKAN   

116 S-1 PERTAMBANGAN S-1 PERTAMBANGAN/S-1 TEKNIK ATAU REKAYASA PERTAMBANGAN    

117 S-1 PERTANIAN S-1 PERTANIAN/S-1 ILMU ATAU SAINS PERTANIAN/S-1 AGRIBISNIS/S-1 
AGROEKOTEKNOLOGI ATAU AGROTEKNOLOGI/S-1 AGRONOMI/ILMU PANGAN/S-1 
ILMU TANAH/S-1 MIKROBIOLOGI PERTANIAN/S-1 PEMULIAAN TANAMAN/S-1 
PENYULUHAN PERTANIAN/S-1 PROTEKSI TANAMAN/S-1 SOSIAL EKONOMI 
PERTANIAN/S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN/S-1 TEKNOLOGI PASCA PANEN/S-
1 TEKNIK PERTANIAN/S-1 SUMBERDAYA LAHAN 

  

118 S-1 PETERNAKAN S-1 PETERNAKAN/S-1 NUTRISI TERNAK/S-1 NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN 
TERNAK/S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN/S-1 TEKNOLOGI HASIL 
PETERNAKAN/S-1 PRODUKSI TERNAK/S-1 ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN 

  

119 S-1 PLANOLOGI S-1 PLANOLOGI   

120 S-1 POLITIK S-1 POLITIK   

121 S-1 PROTEKSI TANAMAN S-1 PROTEKSI TANAMAN   

122 S-1 PSIKOLOGI S-1 PSIKOLOGI   

123 S-1 REKAYASA KEHUTANAN DAN 
REKAYASA PERTANIAN 

S-1 REKAYASA KEHUTANAN DAN REKAYASA PERTANIAN/S-1 REKAYASA 
KEHUTANAN/S-1 REKAYASA PERTANIAN 
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NO 
PROGRAM STUDI YANG 

DISYARATKAN 
PROGRAM STUDI YANG DIBUTUHKAN / DAPAT MELAMAR KETERANGAN 

124 S-1 REKAYASA PERTANIAN S-1 REKAYASA PERTANIAN/S-1 TEKNIK ATAU REKAYASA PERTANIAN DAN 
BIOSISTEM/S-1 TEKNIK ATAU REKAYASA PERTANIAN 

  

125 S-1 SILVILKULTUR S-1 SILVILKULTUR/S-1 BUDIDAYA HUTAN   

126 S-1 SOSIAL S-1 SOSIAL/S-1 ILMU SOSIAL/S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL/S-1 PEMBANGUNAN 
SOSIAL/S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL 

  

127 S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN   

128 S-1 SOSIAL POLITIK S-1 SOSIAL POLITIK   

129 S-1 SOSIOLOGI S-1 SOSIOLOGI/S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL    

130 S-1 STATISTIK S-1 STATISTIK   

131 S-1 STATISTIKA S-1 STATISTIKA   

132 S-1 TANAMAN PANGAN S-1 TANAMAN PANGAN/S-1 ILMU ATAU SAINS PANGAN/S-1 TEKNIK ATAU 
REKAYASAN PANGAN 

  

133 S-1 TEKNIK ELEKTRO (ARUS 
LEMAH) 

S-1 TEKNIK ELEKTRO (ARUS LEMAH)   

134 S-1 TEKNIK ELEKTRO (OPSI 
SISTEM KOMPUTER) 

S-1 TEKNIK ELEKTRO (OPSI SISTEM KOMPUTER)   

135 S-1 TEKNIK FISIKA S-1 TEKNIK FISIKA/TEKNIK ATAU REKAYASA FISIKA   

136 S-1 TEKNIK GEOFISIKA S-1 TEKNIK GEOFISIKA/S-1 TEKNIK ATAU REKAYASA GEOFISIKA   

137 S-1 TEKNIK INDUSTRI S-1 TEKNIK INDUSTRI/S-1 TEKNIK ATAU REKAYASA INDUSTRI   

138 S-1 TEKNIK INFORMATIKA S-1 ILMU KOMPUTER ATAU INFORMATIKA/S-1 TEKNIK INFORMATIKA   

139 S-1 TEKNIK KELAUTAN S-1 TEKNIK KELAUTAN/S-1 TEKNIK ATAU REKAYASAN KELAUTAN   

140 S-1 TEKNIK KIMIA S-1 TEKNIK KIMIA/S-1 TEKNIK ATAU REKAYASA KIMIA    

141 S-1 TEKNIK LINGKUNGAN S-1 TEKNIK LINGKUNGAN/S-1 TEKNIK ATAU REKAYASA LINGKUNGAN   

142 S-1 TEKNIK MATERIAL S-1 TEKNIK MATERIAL/S-1 TEKNIK ATAU REKAYASAN MATERIAL/S-1 TEKNIK 
ATAU REKAYASAN MATERIAL DAN METALURGI 

  

143 S-1 TEKNIK MESIN S-1 TEKNIK MESIN/S-1 TEKNIK ATAU REKAYASAN MESIN/S-1 TEKNIK ATAU 
REKAYASAN MANUFAKTUR 

  

144 S-1 TEKNIK METALURGI S-1 TEKNIK METALURGI/S-1 TEKNIK ATAU REKAYASA METALURGI   

145 S-1 TEKNIK METALURGI DAN 
MATERIAL 

S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL/S-1 TEKNIK ATAU REKAYASA 
METALURGI/S-1 TEKNIK MATERIAL/S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL 
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NO 
PROGRAM STUDI YANG 

DISYARATKAN 
PROGRAM STUDI YANG DIBUTUHKAN / DAPAT MELAMAR KETERANGAN 

146 S-1 TEKNIK NUKLIR S-1 TEKNIK NUKLIR/S-1 TEKNIK ATAU REKAYASAN NUKLIR   

147 S-1 TEKNIK PERMINYAKAN S-1 TEKNIK PERMINYAKAN/S-1 TEKNIK ATAU REKAYASAN PERMINYAKAN   

148 S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN/S-1 TEKNIK ATAU REKAYASAN PERTAMBANGAN   

149 S-1 TEKNOLOGI BIOPROSES S-1 TEKNOLOGI BIOPROSES/S-1 TEKNIK ATAU REKAYASAN BIOPROSES   

150 S-1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN S-1 TEKNOLOGI HASIL HUTAN   

151 S-1 TEKNOLOGI HASIL 
PERTANIAN 

S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN   

152 S-1 TEKNOLOGI PANGAN S-1 TEKNOLOGI PANGAN   

153 S-2 HUKUM S-2 HUKUM/S-2 ILMU HUKUM   

154 S-2 ILMU HUKUM S-2 ILMU HUKUM/S-2 HUKUM   

155 S-2 ILMU LINGKUNGAN S-2 ILMU LINGKUNGAN/S-2 ILMU LINGKUNGAN/S-2 MANAJEMEN ATAU 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN/S-2 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN SUMBER 
DAYA LAHAN KERING/S-2 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA 
ALAM/S-2 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA HAYATI/S-2 
MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI/S-2 STUDI 
LINGKUNGAN/S-2 STUDI LINGKUNGAN DAN PERKOTAAN/S-2 ILMU 
KEBERLANJUTAN/S-2 TEKNIK LINGKUNGAN/S-2 PENGELOLAAN SDA DAN 
LINGKUNGAN/S-2 TEKNOLOGI MANAJEMEN LINGKUNGAN/S-2 PENGELOLAAN 
SUMBERDAYA LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN/S-2 BIOMANAJEMEN 

  

156 S-2 KEHUTANAN S-2 KEHUTANAN/S-2 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN HUTAN/S-2 REKAYASA 
KEHUTANAN/S-2 SILVIKULTUR TROPIKA/S-2 TEKNOLOGI HASIL HUTAN/S-2 
MANAJEMEN EKOWISATA DAN SUMBERDAYA LINGKUNGAN/S-2 ILMU 
KEHUTANAN/S-2 KONSERVASI BIODIVERSITAS TROPIKA 

  

157 S-2 KONSERVASI S-2 KONSERVASI/S-2 KONSERVASI BIODIVERSITAS TROPIKA   



NO
PROGRAM STUDI YANG

DISYARATKAN
PROGRAM STUDI YANG DIBUTUHKAN / DAPAT MELAMAR KETERANGAN

158 S-2 LINGKUNGAN S-2 LINGKUNGAN/S-2 ILMU LINGKUNGAN/S-2 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN
LINGKUNGAN/S-2 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN
KERING/S-2 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM/S-2
MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA HAYATI/S-2 MANAJEMEN ATAU
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI/S-2 STUDI LINGKUNGAN/S-2 STUDI
LINGKUNGAN DAN PERKOTAAN/S-2 ILMU KEBERLANJUTAN/S-2 TEKNIK
LINGKUNGAN/S-2 PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN/S-2 TEKNOLOGI
MANAJEMEN LINGKUNGAN/S-2 PENGELOLAAN SUMBERDAYA LINGKUNGAN DAN
PEMBANGUNAN/S-2 BIOMANAJEMEN

159 S-2 LINGKUNGAN HIDUP S-2 LINGKUNGAN HIDUP/S-2 ILMU LINGKUNGAN/S-2 ILMU LINGKUNGAN/S-2
MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN LINGKUNGAN/S-2 MANAJEMEN ATAU
PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN KERING/S-2 MANAJEMEN ATAU
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM/S-2 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN
SUMBER DAYA HAYATI/S-2 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI/S-2 STUDI LINGKUNGAN/S-2 STUDI LINGKUNGAN DAN PERKOTAAN/S-2
ILMU KEBERLANJUTAN/S-2 TEKNIK LINGKUNGAN/S-2 PENGELOLAAN SDA DAN
LINGKUNGAN/S-2 TEKNOLOGI MANAJEMEN LINGKUNGAN/S-2 PENGELOLAAN
SUMBERDAYA LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN/S-2 BIOMANAJEMEN

160 S-2 MANAJEMEN S-2 MANAJEMEN/S-2 ILMU ATAU SAINS MANAJEMEN/S-2 MANAJEMEN INOVASI/S-
2 MANAJEMEN ORGANISASI

ris Jenderal,

Ir. Bambang Hendroyono, M.M.
NIP. 19640930 198903 1 001
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Lampiran 11 Pengumuman Sekretaris Jenderal 

Nomor  : PG.1/SETJEN/ROPEG/PEG.0/6/2021 

Tanggal  : 29 Juni 2021 

Tentang Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2021 

LOKASI UJIAN PADA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  

TAHUN ANGGARAN 2021 

No. Nama Tempat Ujian Kota/Kabupaten Provinsi 

1 Auditorium Dr. Soedjarwo  
Gedung Manggala Wanabakti 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 

Jakarta Pusat DKI Jakarta 

2 Kanreg XIII BKN Aceh Aceh Besar Nanggroe Aceh 
Darussalam 

3 Kanreg X BKN Denpasar Denpasar Bali 

4 UPT BKN Serang Serang Banten 

5 UPT BKN Bengkulu Bengkulu Bengkulu 

6 Kanreg I BKN Yogyakarta Sleman DI Yogyakarta 

7 UPT BKN Gorontalo Gorontalo Gorontalo 

8 UPT BKN Jambi Jambi Jambi 

9 Kanreg III BKN Bandung Bandung Jawa Barat 

10 UPT BKN Semarang Semarang Jawa Tengah 

11 Kanreg II BKN Surabaya Sidoarjo Jawa Timur 

12 UPT BKN Pontianak Pontianak Kalimantan Barat 

13 Kanreg VIII BKN Banjarmasin Banjarbaru Kalimantan Selatan 

14 UPT BKN Palangkaraya Palangkaraya Kalimantan Tengah 

15 UPT BKN Balikpapan Balikpapan Kalimantan Timur 

16 UPT BKN Tarakan Tarakan Kalimantan Utara 

17 UPT BKN Pangkal Pinang Pangkal Pinang Bangka Belitung 

18 UPT BKN Batam Batam Kepulauan Riau 

19 UPT BKN Lampung Bandar Lampung Lampung 

20 UPT BKN Ambon Ambon Maluku 

21 UPT BKN Ternate Ternate Maluku Utara 

22 UPT BKN Mataram Mataram Nusa Tenggara 
Barat 

23 Kanreg IX BKN Papua Jayapura Papua 

24 Kanreg XIV BKN Manokwari Manokwari Papua Barat 

25 Kanreg XII BKN Pekanbaru Pekanbaru Riau 

26 UPT BKN Mamuju Mamuju Sulawesi Barat 

27 Kantor IV BKN Makassar Makassar Sulawesi Selatan 

28 UPT BKN Palu Palu Sulawesi Tengah 

29 UPT BKN Kendari Kendari Sulawesi Tenggara 

30 Kanreg XI BKN Manado Manado Sulawesi Utara 

31 UPT BKN Padang Padang Sumatera Barat 

32 Kanreg VII BKN Palembang Palembang Sumatera Selatan 

33 Kanreg VI BKN Medan Medan Sumatera Utara 
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